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ABSTRACT 

ANALIZIST OF ORGANIZATION AND METHOD AT DIN AS 

PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN 

Muhammad Chairidzal 

Ridzal715@gmail.com 

Program Pasca Saijana 

Universitas Terbuka 

The purpose of this study is to get descriptive suitability of the organization's 
specialization and suitability of equipment-funding on the work procedures, 

and the eradication of the objectives against on Dinas Pertanahan Kabupaten 
Nunukan. 

This research is a qualitative descriptive research conducted at Nunukan 
District Land Office. For informant .in this research is elemental structural 
officer of Nunukan District Land Service, and as key informant is Head of 

Nunukan Land Office. 
The Land Agency is an organization formed for the purpose of disputing 
land affairs in Nunukan District. The Land Agency is a government-type 

bureaucratic structure with a small-type (C-type) type organization with its 
own central and regional regulatory elements and the tasks assigned to each 

ofthe Dinas structures. 
Administration ofNunukan District Land Office implementation ofthe 
description of the structure tupoksi Dinas. Where to work on the Office 

remains to be implemented although not all technical have the procedure 
work or standard work procedures. 

Then from this research, it was found that there was little disagreement on 
the structure of the Dinas structure with the name of the structure, and 

almost all technical (structure) areas ofthe Office did not yet have guidance 
on how to implement the work. 

Keywords: Organization, work procedures, Land Agency, Nunukan District 
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ABSTRAKSI 

ANALISIS ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN 

KABUPATENNUNUKAN 

Muhammad Chairidzal 

Ridza1715@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 

Universitas Terbuka 

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan deskriptif kesesuaian 
spesialisasi organisasi dan kesesuaian dana-peralatan pada tata kelja, serta 
pengeruh ketidak sesuaiannya terhadap tujuan Dinas Pertanahan Kabupaten 
Nunukan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang 
dilaksankana pada Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan. Untuk informan pada 
penelitian ini adalah unsur pejabat struktural Dinas Pertanahan Kabupaten 
Nunukan, serta sebagai informan kunci adalah Kepala Dinas Pertanahan 
Kabupaten Nunukan. 

Dinas Pertanahan merupakan organisasi yang dibentuk tujuan 
meyelisakan urusan pertanahan di Kabupaten Nunukan. Dinas Pertanahan 
merupakan struktur birokrasi pemerintah dengan tipe organisasi kecil (tipe-C) 
dengan unsure pemnbentuknya berupa regulasi pusat dan regulasi daerah dan 
dititipkan tugas-fungsi yang diuraikan untuk tiap-tiap struktur Dinas. 

Tata kelja Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan pelaksanaan dari uraian 
tupoksi struktur Dinas. Dimana untuk pekeljaan pada Dinas tetap dilaksanakan 
walaupun belum semua teknis memiliki tata cara pekerjaan atau standar prosedur 
pekerjaannya. 

Kemudian dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa diakui terdapat 
sedikit ketidak-sesuaian tupoksi struktur Dinas dengan nama strukturnya, dan 
hamper semua bidang (struktur) teknis Dinas belum memiliki panduan tata cara 
pelaksanaan pekerjaan. 

Kata kunci : Organisasi, tata kerja, Dinas Pertanahan, Kabupaten 
Nunukan 
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A. Gamabaran Umum 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

l. Dasar Pembentukan Dinas Pertanaban 

Kabupaten Nunukan merupakan daerah basil pemekaran wilayab 

Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur. Y aitu berdasarkan 

pembentukan daerah melalui Undallg-Undang Nomor 47 Tabun 1999 tanggal 

4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang. 

Guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintaban daerah dalam 

pelaksanaan urusan pemerintaban yang menjadi kewenangan daerah, maka 

perlu didukung dengan Perangkat Daerab yang rasional, proposional, efektif 

dan efisien. Dan sebagai bentuk tanggap atas perubaban yang signifikan dari 

pembagian urusan pemerintaban, khusunya urusan pemerintaban konkuren, 

sehingga perlu dilakukan penyesuaian perangkat daerab sesuai kewenangan 

yang dimiliki oleh pemerintab daerah. Maka atas dasar Undang-Undang 

Nomor 23 Tabun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintaban daerah dan 

pelaksanaan ketentuan lain yang diaturkan terkait Perangkat Daerab dan 

Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tabun 2016 tentang Perangkat Daerah maka 

hams ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur perangkat daerab. Untuk 

itu melalui pengesaban oleh legeslatif daerah dalam hal ini Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunuka, secar resmi telab 
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ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerab Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara. 

Se1anjutnya dalam rangka untuk mengoptimalkan penye1enggaraan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan 

yang te1ab ditetapkan, maka perlu didukung dengan Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang rasional, 

proporsional, efektif, dan efisien. Dan untuk me1aksanakan ketentuan pada 

Peraturan Daerab Kabupaten Nunukan tersebut, maka Bupati Nunukan harus 

menerbitkan peraturan guna mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas 

dan fungsi, serta tata kerja Dinas-dinas di1ingkungan Pemerintah Daerab 

Kabupaten Nunukan. 

Sejalan dengan itu, Kabupaten Nunukan me1akukan Re-strukturisasi 

terhadap se1uruh perangkat daerah dengan tetap mengacu pada perundangan 

dan peraturan yang ada. Salah satu dinas dimaksud adalab Dinas Pertanahan 

Kabupaten Nunukan, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nunukan 

Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertnahan Kabupaten Nunukan. 

Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan merupakan organisasi yang 

mengalarni peningkatan status dari yang sebe1urnnya hanya berbentuk unit 

Bagian urusan pertanaban dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Nunukan (Setdakab. Nunukan) . Dengan memperhatikan urusan yang diemban 

adalah termasuk urusan wajib bukan urusan dasar, maka Bagian Pertanahan 

Setdakab.Nunukan mendapat Re-strukturisasi organiasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Nunukan menjadi Dinas Pertanahan. 
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Bentuk organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan mengambil 

konsep Hirarki berjenjang kebawah. Dimulai dari Pimpinan Organisasi hingga 

pada tingkatan staf. Hal ini bukan tanpa acuan, dimana dari basil penilaian 

pengorganisasian SKPD yang dilaksanakan oleh tim OPD pada tahun 2016 

sebagai persyaratan pembentukan SKPD yang sesuai dengan Perundangan dan 

peraturan lain yang mengatur, bahwa 'urusan pertanahan adalah urusan wajid 

kategori non dasar dengan skor masuk pada tipe SKPD - C, dengan susunan 

organisasi 1 ( satu) Kepala Dinas, 1 ( sau) sekretaris, dan 2 ( dua) bidang urusan, 

sementara jabatan dibawahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan 

daerah Kabupaten Nunukan yaitu masing-masing bidang dibantu dengan 2 

(dua) jabatan teknis dan ditambah 2 (dua) jabatan pembantu teknis 

kesekretariatan. 

Setelah pembentukan SKPD dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten 

Nunukan, terdapat beberapa kendala yang mulai merambah beberapa 

organisasi, termasuk yang dialami oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan. 

Pada penetapan tugas dan funsi unit Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan, 

beberapa diantaranya adalah merupakan tugas dan fungsi yang sebelunmya 

telah lama melekat pada SKPD lain. 

Dalam menggali data awal, penulis telah melakukan wawancara kepada 

beberapa pejabat di Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan (yang tidak ingin 

disebutkan nama dan jabantannya) untuk mendapatkan informasi ataupun data 

awal terkait pengorganisasian pada SKPD Dinas Pertanahan Kabupaten 

Nunukan, yang tentunya berkaitan organisasi dan penyelenggaraan (tata kerja) 
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tugas dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi didalam SKPD Dinas 

Pertanahan Kabupaten Nunukan. 

Dari wawancara itu, penulis memperoleh informasi atau data awal bahwa 

setidaknya terdapat 3 (tiga) masalah utama yang menghambat penyelenggaraan 

pengorganisasian Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan, adalah yang 

Pertama : bagaimakah Struktur organisai Dinas Pertanahan Kabupaten 

Nunukan, jika dlihat dari aspek legalitas formatif. Kedua : bagaimanakah 

tugas-fungsi sebagai bentuk penjabaran Struktur organisasi Dinas Pertanahan 

Nunukan, karena terlihat sang at ban yak. Ketiga :Apakah 

terdapatketidaksesuaian antara Struktur Organisasi dengan tugas-fungsi pada 

organisasi Dinas Pertanahan Nunukandan tata ke:Ijanya ? Karena ada 

indikasiterdapat kesamaan atau tumpang-tindih maupun ketergantungan tugas 

dan fungsi secara internal ( didalam Dinas Pertnahan sendiri) maupun eksternal 

yaitu SKPD lain (baik dilingkungan Pemerintah daerah maupun Perpanjangan 

pemerintah pusat di daerah Kabupaten Nunukan). 

Visi dan Misi Dinas Pertanahan 

Dengan mengacu pada Salah satu Misi Kabupaten Nunukan yang 

dijadikan acuan bagi Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan adalah misi 

ke 3 (tiga) yaitu: 

"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis 

ilmu pengetahuan dan teknologi", maka Dinas Pertanahan Kabupaten 

Nunukan merumuskan dan menetapkan visi dan misi Dinas Pertanahan 

yaitu sebagai berikut : 

• Visi Dinas PertanahanKabupaten Nunukan adalah : 

"Terwujudnya pelayanan urusan pertanahan berbasis teknologi untuk 

kesejahteraan masyarakat" 
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• Misi Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan adalah : 

"Meningkatkan tata kelola penataan, penguasaan, pernilikan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah berbasis teknologi" 

T b 14 I v· . d M .. n· P rtanah Kab te N uk a e lSI an lSI mas e an upa n un an 

Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi 

Terwujudnya peiayanan I Pelayanan urusan Memberikan pelayanan 
urusan pertanahan pertanahan berbasis prima dalam 
berbasis teknologi untuk teknologi penyelenggaraan 
kesejahteraan administrasi pertanahan 
masyarakat meliputi pengaturan 

penggunaan, pernilikan, 
penguasaan dan 
pemanfaatan tanah 
dengan menerapkan 
sistem informasi 
pertanahan sehingga 
memberikan kemudalian, 
manfaat, menambah 
produktivitas, 
mempertinggi efektivitas 
dan dapat 
mengembangkan kine!ja 

2 Kesejahteraan Memberikan kejelasan 
masyarakat status tanah dan 

memberikan manfaat 
terhadap masyarakat serta 
Pemerintah. 

2. Tujuan Organisasi Dinas Pertanahan 

Tujuan dari pembentukan dinas menurut informan adalah untuk 

melaksanakan mandat peraturan perundangan yaitu Undang-undang 

Nomor 23 tahun 20I4 tentang tentang penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan pelaksanaan ketentuan lain yang diaturkan terkait Perangkat 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor I8 Tahun 20I6 tentang 
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Perangkat Daerah maka harus ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur 

perangkat daerah. Untuk itu melalui pengesahan oleh legeslatif daerah 

dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Nunuka, secar resmi telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Nunukan Propinsi Kalimantan Utara. 

Selain melaksanakan mandate seperti disebutkan diatas, Dinas 

Pertanahan Kabupaten Nunukan juga memiliki tujuan lain yaitu 

menyelesaiankan segala urusan tentang pertanahan didaerah Kabupaten 

Nunukan. Yang kemudian dituangkan dalam sasaran strategis yang telah 

disebutkan diatas. 

a Tujuan SKPD Dinas Pertanahan : 

1) Mengoptimalkan pelayanan teknis dalam bidang penataan, 

pengnasaan, pemilikan, pengawasan penggunaan pemanfaatan tanah 

2) Mengoptimalkan pengawasan dan fasilitasi sengketa/ konflik 

pertanahan dalam wilayah Kabupaten Nunukan 

b. Sasaran SKPD Dinas Pertanahan 

a) Meningkatnya kejelasan status tanah 

b) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur urusan Pertanahan 

berbasis teknologi 

c) Terwujudnya Sistem dan Prosedur urusan pertanahan berbasis 

teknolog 

d) Menurunnya angka sengketa/ koflik pertanahan 
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Tbl42T" dan a e .. l.J,Juan sasaran n· P mas ertan ah Kab an ukan uoatenNun 

No Tujuan Sasaran 

Mengoptimalkan pelayanan teknis Meniogkatnya kejelasan status 

dalam bidang penataan penguasaan, tanah 

pemilikan, pengawasan, penggunaan 

dan pemanfaatan tanah 

Meningkatnya kualitas Sumber 

Daya Aparatur urusan Pertanahan 

berbasis teknologi 

Terwujudnya SisDur urusan 

Mengoptimalkan pengawasan dan pertanahan berbasis teknologi 

fasilitasi sengketa/ konflik Menurunnya angka sengketa/ 

pertanahan dalam wilayah koflik pertanahan 

Kabupaten Nunukan 

c. Stategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan 

1) Strategi Dinas Pertanahan 

Strategi diperlukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, 

dengan misi yang terbagi dalam agenda, program utama dan program 

penunjang. Strategi pencapaian juga memperhatikan kondisi obyektif 

internal Dinas Pertanahan maupun kondisi lingkungan masyarakat 

yang menjadi subyek kebijakan. 

Strategi pencapaian pembangunan pengelolaan pertanahan yang 

menjadi materi pokok Rencana Strategis ini terpadukan dalam 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan 

Kabupaten Nunukan adalah: 
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a) Penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

b) Meningkatkan pengetahuan aparatur dan jajaran perangkat daerah 

lainnya tentang segala perundangan!peraturan dan kebijakan terkait 

urusan pertanahan. 

c) Meningkatkan kualitas SDM/Aparatur dalam pemanfaatan 

teknologi guna pelayanan publik. 

2) Kebijakan Dinas Pertanahan 

Kebijakan pertanahan diharapkan bisa memberi jawaban mengenai 

siapa yang menguasru. tanah, kemudian bagaimana tanah 

diadministrasikan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk 

tujuan apa tanah tersebut akan dipergunakan. Ada tiga komponen 

penting yang hams dianalisa dalam pengembangan kebijakan 

pertanahan, yaitu komponen penguasaan tanah, komponen 

administrasi pertanahan dan komponen penggunaan tanah. 

a) Penguasaan Tanah 

Kebijakan mengenai penguasaan tanah harus memberikan 

definisi dan kreteria yang jelas, Tanah mana yang didefinisikan 

tanah negara dan bukan tanah negara. Di Indonesia definisi dan 

kriteria tanah negara masih menjadi perdebatan terutama dikaitkan 

dengan sistim penguasaan masyarakat adat, disisi lain pengakuan 

pemerintah dengan alas an kepentingan pembangunan. 

Satu hal yang penting untuk dirumuskan dalam kebijakan 

penguasaan tanah adalah jenis hak yang akan diberikan atils 

penguasaan sebidang tanah, baik untuk perorangan, badan hukum 
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maupun penguasaan bersama. Hak atas tanah yang diberikan akan 

membebani hak dan · kewajiban bagi pemilik tanah untuk 

menggunakan tanahnya sesuai denganjenis haknya. 

b) Administrasi pertanahan 

Mengapa penguasaan tanah harus dicatat atau di daftar?. Pada 

mulanya dahulu ketika jumlah penduduk tidak sebanyak sekarang, 

setiap anggota masyarakat mengetahui status kepemilikan setiap 

bidang tanah yang ada diwilayah mereka. Seiring dengan 

berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah penduduk, perubahan 

setatus kepemilikan, baik melalui transaksi ataupun waris 

menyebabkan status kepemilikan tanah makin nnnit sehingga 

diperlukan pencatatan khusus. 

Dengan status kepemilikan atas tanah yang jelas akan 

memberikan kejelasan status kepemilikan akan menimbulkan rasa 

aman dan secara yuridis memberikan kepastian hukum bagi 

pemiliknya. 

Oleh karena itu, pengembangan kebijakan administrasi 

pertanahan kedepan diarahkan pada dua hal yaitu penyederhanaan 

proses penguasaan tanah termasuk tanah adat dan kedua penataan 

terhadap penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan dan penggunaan 

tanah melalui pemetaan bidang tanah secara kadastral melalui 

program sistem informasi pertanahan berbasis teknologi. 
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c) Kebijakan Penatagunaan Tanah 

Untuk apa dan bagaimana sebidang tanah dipergunakan 

cenderung menjadi bagian atau domain dari penataan ruang. 

Namun penggunaan sebidang tanah tidak bisa lepas dari status 

penguasaan dan pemilikan atas sebidang tanah tersebut. Oleh 

karena itu kebijakan penatagunaan tanah menjadi mediasi dalam 

sistem penguasaan tanah dan sistem penataan ruang. Kebijakan 

penatagunaan tanah juga mencakup pencatatan atas status 

penggunaan tanah yang dilakukan melalui mekanisme perijinan. 

Hal yang terpenting adalah penggunaan tanah harus sesuai dengan 

rencana tata ruang yang ada. 

Berdasarkan kebijakan diatas, maka Dinas Pertanahan Kabupaten 

Nunukan dapat merumuskan arah dan kebijakan pembangunan di 

bidang pertanahan sebagai berikut : 

1) Mendorong seluruh perangkat daerah dan masyarakat tertib 

hukum pertanahan; 

2) Mendorong seluruh perangkat daerah dan masyarakat untuk 

tertib administrasi pertanahan; 

3) Mendorong seluruh perangkat daerah dan masyarakat untuk 

tertib penggunaan pertanahan; 

4) Mendorong seluruh perangkat daerah dan masyarakat untuk 

tertib pemeliharaan pertanahan; dan 

5) Mendorong pemanfaatan perangkat berteknologi guna 

mewujudkan pelayanan yang knalitas. 
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Tabel4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan 

Visi : Terwujudnya pelayanan urusan pertanahan berbasis teknologi untuk 
keseiahteraan masyarakat 
Misi : Meningkatkan tata kelola penataan, penguasaan, pernilikan, penggunaan, dan 
pemanfaatan tanah berbasis teknologi 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

I Mengoptimalkan 1 Meningkatnya 1 Pengnatan 1 Mendorong 
pelayanan teknis kejelasan status kelembagaan seluruh 
dalam bidang tanah dalam perangkat 
penataan, pelaksanaan daerahdan 
penguasaan, 2 Meningkatnya tugas dan masyarakat 
pernilikan, kualitas Sumber fungsinya tertib hukum 
pengawasan Daya Aparatur pertanahan 
penggunaan urusan 2 Meningkatkan 
pemanfaatan Pertanahan pengetahuan 2 Mendorong 
tanah berbasis aparatur dan seluruh 

teknologi iaiaran perangkat 
perangkat daerahdan 

2 Mengoptimalkan 3 Terwujudnya daerah laiunya masyarakat 
pengawasan dan SisDur urusan tentang segala untuk tertib 
fasilitasi pertanahan perundangan/ administrasi 
sengketa/ berbasis peraturan dan pertanahan 
konflik teknologi kebijakan 
pertanahan urusan 
dalam wilayah pertanahan 
Kabupaten 4 Menurunnya 3 3 Mendorong 
Nunukan angka sengketa/ Meningkatkan seluruh 

kotlik kualitas Sumber perangkat 
pertanahan Daya Manusia/ daerahdan 

Aparatur dalam masyarakat 
pemanfaatan untuk tertib 
teknologi guna 4 penggunaan 
pelayanan tanah 
publik 

Mendorong 
seluruh 
perangkat 
daerahdan 

5 masyarakat 
untuk tertib 
pemeliharaan 
pertanahan 

Mendorong 
pemanfaatan 
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3. Spesialisasi Pekerjaan Pada Dinas 

perangkat 
berteknologi 
guna 
mewujudkan 
pelayanan yang 
berkualitas 

Dari hasil wawancara diperoleh data bahwa spesifikasi pekerjaan pada 

telah dibagi-bagi kedalam beberapa kelompok, yaitu : 

a Kelompok/ bagian Perkantoran (sekretariat), dengan deskripsi pekerjaan 

sebagai penyelenggara tugas dan fungsi urusan perkantoran (rumah tangga) 

Dinas Pertanahan, dan dibantu dengan 2 (dua) sub bagian. Pertama 

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dengan tugas pokok dan 

fungsi menyelenggarakan penyusunan program/ kegiatan seluruh Dinas 

serta urusan keuangannya ; kedua subbagian Umum dan Kepegawaian 

dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan seluruh urusan rumah 

tangga, surat-menyurat dan kepegawaian seluruh Dinas Pertanahan. 

b. Kelompok teknis membidangi urusan Penetagunaan dan pensertifikatan 

tanah, dengan deskripsi pekerjaan sebagai pembantu Dinas dalam urusan 

Penatagunaan pertanahan, penyediaan tanah, pendaftaran sertifikat tanah 

pernerintah serta pengimformasian tanah lainnya. Bidang teknis ini juga 

dibantu dengan 2 (dua) seksi, pertama Seksi Penatagunaan dan informasi 

Pertanahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk 

menyelenggarakan urusan penatagunaan tanah pemerintah dan 

memberikan layanan informasi terkait tanah. Kedua adalah seksi 

Pengadaan dan Pendaftaran Tanah Pemerintah, dengan uraian tugas pokok 
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.-.... 

dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pertanahan terkait penyediaan 

tanah pemerintah dan mensertifikatkan tanah pemerintah. 

c. Kelompok ketiga juga merupakan Bidang Teknis yang mengurusi 

penyelesaian Sengketa Pertanahan Pemerintah dan Pengawasan. Bidang 

ini dibantu dengan 2 ( dua) seksi, yaitu : pertama Seksi Penye!esaian 

Sengketa tanah Pemerintah dengan tugas pokok dan fungsi sebagai 

penyelenggara fasilitasi penyelesaian sengketa tanah pemerintah. Yang 

kedua adalah Seksi Perundangan dan Pengawasan dengan uraian tugas 

pokok dan fungsi sebagai penyelenggara urusan regulasi pertanahan dan 

pengawasan pemanfaatan tanah pemerintah. 

d. Staf pelaksana umum ; 

e. Dan staf pelaksana fungsional ; 
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Tabel 4.4. Uraian Struktur 
Kabupaten Nunukan 

NO 

1 

STRUKTUR 
ORGANISASI 

KEP ALA DIN AS 

Organisasi dan Tugas-Fungsi Dinas Pertanahan 

TUGAS DAN FUNGSI 

TUGAS :"Kepala Dinas mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Daerah urusan pertanahan serta 
tugas pembantuan yang diberikan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku." 
a. memimpin dan mengendalikan 

organisasi Dinas pertanahan agar lebih 
berdaya guna dan berhasil guna; 

b. mengoordinasikan perurnusan serta 
menetapkan kebijakan teknis 
operasional bidang pertanahan sesuai 
dengan norma, standar, prosedur dan 
kriteria yang telah ditetapkan; 

c. mengoordinasikan rencana kerja dan 
kegiatan serta anggaran Dinas sebagai 
pedoman dan acuan kerja; 

d. mengoordinasikan penyusunan sasaran 
kerja pegawai (SKP) di lingkungan 
badan; 

e. membina dan mengendalikan 
urusan penyelenggaraan 

kesekretariatan Dinas; 
f. mengoordinasikan dan menetapkan 

perencanaan, pembinaan dan 
pengendalian kebijakan teknis di 
bidang Penatagunaandan Pendaftaran 
Tanah; 

g. mengoordinasikan dan menetapkan 

perencanaan, pembinaan dan 
pengendalian kebijakan teknis di 
bidang Penanganan Masalah, 
Pembinaan Dan Pengawasan 
Pertanahan; 

h. melaksanakan pembinaan terhadap 
Kelompok Jabatan Fungsional; 
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1. melaksanakan koorinasi dan kerjasama 

j. 

dengan instansi terkait yang 
berhubungan dengan bidang 
pertanahan; 
menginventarisir 
berhubungan 
pertanahan dan 
pemecahannya; 

permasalahan yang 
dengan bidang 

menyusun petunjuk 

k. memberikan saran dan pertimbangan 
kepada atasan berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 

I. membagi dan mendistribusikan tugas 
kepada bawahan sesuai bidang tugas 
masing-masing; 

m. memberikan petunjuk, bimbingan dan 
arahan serta penilaian kinerja kepada 
bawahan; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi 
dan pelaporan pelaksanaan tugas 
kepada atasan; dan 

o. melaksanakan tugas lainnya yang 
diberikan oleh Bupati dan Sekretaris 
Daerah sesuai lingkup tugasnya. 

FUNGSI: 
a. perumusan kebijakan di bidang 

pertanahan sesuai dengan norma, 
standar, prosedur dan kriteria yang 
telah ditetapkan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang 
pertanahan sesuai dengan norma, 
standar, prosedur dan kriteria yang 
telah ditetapkan; 

c. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

d. perumusan, perencanaan, pembinaan 
dan pengendalian kebijakan teknis 
kesekretariatan Dinas; 

e. perumusan, perencanaan, pembinaan 
dan pengendalian kebijakan teknis di 
bidang Penatagunaandan Pendaftaran 
Tanah; 
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2 SEKRETARIS 

f. perumusan, perencanaan, pembinaan 
dan pengendalian kebijakan tek:nis di 
bidang Penanganan Masalah, 
Pembinaan Dan Pengawasan 
Pertanahan; 

g. pembinaan terhadap Kelompok 
Jabatan Fungsional; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan sesuai dengan lingkup 
tugasnya; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan 
oleh · Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

TUGAS :membantu Kepala Dinas 
mengoordinasikan penyusunan rencana 
kerja dan kegiatan bidang-bidang serta 
memberikan pelayanan administratif dan 
pertimbangan tek:nis kepada seluruh 
satuan/unit kerja di lingkungan Dinas 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
a. mempelajari dan mengolah peraturan 

perundangan-undangan, kebijakan, 
pedoman dan petunjuk teknis serta data 
dan informasi lainnya yang 
berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b. menyusun rencana kerja dan kegiatan 
serta anggaran Sekretariat sebagai 
pedoman dan acuan keija; 

c. mengoordinasikan penyusunan sasaran 
kerja pegawat (SKP) di lingkungan 
Dinas; 

d. merumuskan bahan dan pengendalian 
pengelolaan administrasi keuangan yang 
meliputi penyusunan rencana anggaran 
pendapatan dan belanja Dinas, 
pembukuan, verifikasi dan 
perbendaharaan di lingkungan badan; 

e. merumuskan bahan dan mengendalikan 
pengelolaan administrasi umum dan 
perlengkapanlperbekalan rumah tangga 
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Dinas; 
£ merumuskan bahan pengelolaan 

administrasi dan pembinaan 
kepegawaian di lingkungan Dinas; 

g. merumuskan baban penyajian data dan 
informasi yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas Dinas; 

h. merumuskan bahan pembinaan 
hubungan masyarakat dan keprotokolan 
di lingkungan Dinas; 

1. merumuskan baban pembinaan 
hubungan masyarakat dan keprotokolan 
di lingkungan Dinas; 

j. merumuskan baban penyelenggaraan 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP); 

k. memberikan dukungan dan pelayanan 
administratif serta pertimbangan teknis 
bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja 
di lingkungan Dinas; 

l. mengoordinir pelaksanaan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi 
di lingkungan Dinas ; 

m. melaksanakan koorinasi dan 
sinkronisasi dengan satuan/unit kerja 
terkait dalarn rangka mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

n. menginventarisir permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang lingkungan 
hidup serta menyusun petunjuk 
pemecaharmya; 

o. memberikan saran dan pertimbangan 
kepada atasan berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 

p. membagi dan mendistribusikan tugas 
kepada bawahan sesuai bidang tugas 
masing-masing; 

q. memberikan petunjuk, bimbingan dan 
araban serta penilaian kinerja kepada 
bawahan; 

r. melaksanakan monitoring, evaluasi 
kinerja di lingkungan Dinas; dan 
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3 Sub Bagian Penyusunan 
Program dan Keuangan 

s. melaksanakan tugas lainnya yang 
diberikan oleh Kepala Dinas seslllll 
lingkup tugas dan fungsinya. 

FUNGSI: 
a. pengoordinasian penyusunan rencana 

kerja dan kegiatan di lingkungan Dinas; 
b. pengelolaan dan pengendalian kegiatan 

administrasi umum dan kepegawaian 
serta hubungan masyarakat dan 
keprotokolan di lingkungan Dinas; 

c. pengelolaan dan pengendalian 
administrasi keuangan di lingkungan 
Dinas; 

d. pemberian pelayanan administratif 
kepada seluruh bidang/unit kerja di 
lingkungan Dinas; 

e. evaluasi kinerja kesektetariatan dan 
pelaporan tatalaksana rumah tangga 
Dinas; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya .. 

TUGAS : "membantu SekretarisDinas 
menyiapkan bahan dan melaksanakan 
penyusunan rencana kerja anggaran pendapatan 
dan belanja serta pelaporan dan pengelolaan 
administrasi keuangan di lingkungan di 
lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku"; 
a menghimpun, mempelajari dan 

menelaah serta mengolah peraturan 
perundang-undangan, kebijakan, 
pedoman dan petunjuk teknis serta data 
dan informasi lainnya yang 
berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b. menyusun rencana kerja dan kegiatan 
serta anggaran di lingkungan unit kerja; 

c. mengoordinasikan penyusunan SKP di 
lingkungan unit kerja; 

d. menyiapkan bahan yang dihimpun dari 
seluruh bidang/unit kerja dan 
melaksanakan penyusunan program 
kerja dan kegiatan di lingkungan Dinas; 

e. menghimpun, mengolah dan 
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.......... 

menyajikan data serta informasi yang 
berhubungan dengan pelaksanaan 
program dan kegiatan di lingkungan 
Din as; 

f. menyiapkan bahan dan melaksakan 
penyusunan laporan dalam rangka 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) di lingkungan 
Dinas; 

g. mengelola administrasi dan 
petatausahaan keuangan Dinas yang 
meliputi penyiapan bahan penyusunan 
rencana anggaran, pembukuan, 
verifikasi anggaran serta 
perbendaharaan termasuk pengendaliaan 
pengelolaan dokumen pelaksanaan 
anggaran di lingkungan Dinas; 

h. melaksanakan pembinaan, bimbingan 
dan arahan bagi bendaharawan Dinas; 

i. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai 
di lingkungan Dinas; 

J. menyusun laporan pertanggungjawaban 
pengelolaan anggaran dan 

penatausahaan keuangan di lingkungan 
Dinas sesuai dengan standar/pedoman 
yang telah ditetapkan; 

k. menyiapkan bahan dalam rangka 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
program dan kegiatan di lingkungan 
Dinas serta menyusun langkah tindak 
lanjutnya; 

I. menyiapkan bahan pelaksanaan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi 
di lingkungan Dinas ; 

m. melaksanakan koorinasi dan 
sinkronisasi dengan bidang/unit kerja 
terkait dalam rangka mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan Inventarisasi 
permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugasnya dan menyusun 
petunjuk pemecahannya; 
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4 Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

o. memberikan saran dan pertimbangan 
kepada atasan berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 

p. membagi dan mendistribusikan tugas 
kepada bawahan sesuai bidang tugas 
masing-masing; 

q. memberikan petunjuk, bimbingan dan 
araban serta penilaian kinelja kepada 
bawahan; 

r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan sesuai bidang tugashya; dan 

s. melaksanakan tugas lainnya yang 
diberikan oleh atasan sesuai lingkup 
tugasnya. 

TUGAS :"membantu Sekretaris menyiapkan 
bahan dan melaksanakan pengelolaan 
administrasi umum dan perlengkapan serta 
administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku"; 
a. menghimpun, mempelajari dan 

menelaah serta mengolah peraturan 
perundang-undangan, kebijakan, 
pedoman dan petunjuk teknis serta data 
dan informasi lainnya yang 
berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b. menyusun rencana kelja dan kegiatan 
serta anggaran di lingkungan unit kerja; 

c. mengoordinasikan penyusunan SKP di 
lingkungan unit kerja; 

d. menyusun dan mengelola administrasi 
surat menyurat, penggandaan dan 
pengarsipan tatalaksana rumah tangga 
Dinas; 

e. mengelola administrasi perlengkapan 
yang meliputi perencanaan kebutuhan, 
pengadaan, pendistribusian I 
pemanfaatan, pemeliharaan dan 
inventarisasi barang perlengkapan I 
perbekalan rumah tangga Dinas; 

£ menyelenggarakan pendokumentasian 
serta kepustakaan di lingkungan Dinas; 
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g. menyiapkan bahan pembinaan 
hubungari kemasyarakatan dan 
mengelola urusan keprotokolan di 
lingkungan Dinas; 

h. mengelola administrasi dan menyiapkan 
bahan serta melaksanakan penyusunan 
bahan pembinaan orgarusas1 dan 
tatalaksana Dinas; 

i. menyiapkan bahan penyusunan 
perencanaan kebutuhan dan 
pengembangan kepegawaian di 
lingkungan Dinas; 

j. menyusun daftar urut kepangkatan, 
formasi pegawai sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

k. mempersiapkan usul kepangkatan, 
kenaikan pangkat, gaji berkala, 
hukuman disiplin, cuti, bebas tugas, 
pensiun, SKP dan lain-lain yang 
berhubungan dengan kepegawaian; 

l. menyusun dan memelihara data 
pegawai, daftar urut kepangkatan, 
formasi dan laporan kepegawaian; 

m. mengurus daftar hadir pegawai, 
perjalanan Dinas pegawai, dan 
kesejahteraan pegawai; 

n. melaksanakan inventarisasi 
permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugasnya serta menyiapkan 
bahan petunjuk pemecahan masalah; 

o. melaksanakan koorinasi dan 
sinkronisasi dengan bidang/unit kerj a 
terkait dalam rangka mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. memberikan saran dan pertimbangan 
kepada atasan berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 

q. membagi dan mendistribusikan tugas 
kepada bawahan sesuai bidang tugas 
masing-masing; 

r. memberikan petunjuk, bimbingan dan 
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5 Bidang Penatagunaan dan 
Pendaftaran Tanah 

araban serta penilaian kinerj a kepada 
bawahan; 

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan 

t. melaksanakan tugas lainnya yang 
diberikan oleh atasan sesuai lingkup 
tugasnya. 

TUGAS :"rnernbantu Kepala Dinas dalarn 
rnenyiapkan perencanaan, perurnusan 
kebijakan dan pelaksanaan program ketja serta 
kegiatan dalarn bidang Penatagunaan dan 
Pendaftaran Tanah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku"; 
a mempelajari dan mengolah peraturan 

perundangan-undangan, kebijakan, 
pedoman dan petunjuk teknis serta data 
dan informasi lainnya yang 
berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b. merumuskan bahan pelaksanaan 
kebijakan penyelenggaraan urusan 
pertanahan bidang Penatagunaan dan 
Pendaftaran Tanahsesuai dengan norma, 
standar, prosedur dan kriteria yang telah 
ditetapkan; 

c. menyusun rencana ketja dan kegiatan 
serta anggaran di lingkungan unit kerja; 

d. mengoordinasikan penyusunan SKP di 
lingkungan unit kerja; 

e. merumuskan bahan penyusunan standar 
pelayanan di lingkungan unit kerja; 

f. merumuskan bahan koorinasi, 
pembinaan, bimbingan, pengendalian 
dan pengaturan teknis di bidang 
penatagunaan dan informasi pertanahan; 

g. merumuskan bahan koorinasi, 
pembinaan, bimbingan, pengendalian 
dan pengaturan teknis di bidang 
pengadaan dan pendaftaran tanah 
instansi pemerintah; 

h. merumuskan bahan Penatagunaan dan 
Pendaftaran Tanah; 

i. merumuskan konsep dan mengusnlkan 
bahan produk hukum daerah terkait 
petunjuk teknis dan ketentuan dalarn 
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pelaksanaan urusan Penatagunaan dan 
Pendaftaran Tanah; 

J. menghimpun dan merumuskan bahan 
penyusunan Rencana Strategis 
(RENSTRA), Rencana Kelja (RENJA) 
dan Laporan Kinelja Instansi 
Pemerintah (LKjiP) urusan 
Penatagunaan dan Pendaftaran Tanah; 

k. menyusun dan merumuskan bahan 
pelaksanaan program dan kegiatan 
urusan penataan dan kegiatan urusan 
Penatagunaan dan Pendaftaran Tanah; 

I. menyusun dan merumuskan bahan 
pelaksanaan program dan kegiatan 
terkait pembagunan dan pengembangan 
sistem informasi pertanahan dalam 
rangka Penatagunaan dan Pendaftaran 
Tanah; 

m. merumuskan bahan pelaksanaan 
pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum; 

n. merumuskan bahan pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi serta pelaporan 
penyelenggaraan urusan bidang 
penataan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan, dan pemanfaatan tanah; 

o. merumuskan bahan koorinasi, 
menghimpun dan membuat laporan 
hasil pelaksanaan kegiatan urusan 
Penatagunaan dan Pendaftaran Tanah 
sebagai bahan informasi dan 
pertanggungjawaban kepada Kepala 
Diuas; 

p. menginventarisir permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugasnya 
serta menyiapkan bahan petunjJ,Jk 
pemecahan masalah; 

q. melakukan koorinasi dan sinkronisasi 
dengan satuan/unit kelj a terkait dalam 
rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

r. memberikan saran dan pertimbangan 
kepada atasan berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 

s. membagi dan mendistribusikan tugas 
kepada bawahan sesuai bidang tugas 
masing-masing; 
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6 Seksi Penatagunaan dan 
Informasi Pertanaban 

t. memberikan petunjuk, bimbingan dan 
arahan serta penilaian kinerj a kepada 
bawahan; 

u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan 

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai lingkup tugasnya. 

FUNGSI: 
a perumusan bahan kebijakan operasional 

di bidang Penatagunaan dan Pendaftaran 
Tanah; 

b. perumusan bahan perencanaan 
oprasional program dan kegiatan di 
bidang Penatagunaan dan Pendaftaran 
Tanah; 

c. perumusan 
bimbingan, 
pengaturan 
Penatagunaan 
Pertanaban; 

bahan pembinaan, 
pengendalian dan 

teknis di bidang 
dan Informasi 

d. perumusan bahan pembinaan, 
bimbingan, pengendalian dan 
pengaturan teknis di bidang Pengadaan 
dan Pendaftaran Tanah Instansi 
Pemerintah; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan penyelenggaraan bidang 
Penatagunaan dan Pendaftaran Tanah; 
dan 

f. penyelenggaraan tugas lainnya yang 
diberikan oleh atasan sesuai lingkup 
tugasnya. 

TUGAS : "membantu Kepala Bidang 
Penatagunaan dan Pendaftaran 
Tanahmenyiapkan bahan perumusan kebijakan, 
dan perencanaan operasional serta pelaksanaan 
program dan kegiatan di bidang Penatagunaan 
dan Infonnasi Pertanahan sesnai dengan 
ketentuan yang berlakn"; 
a menghimpun, mempelajari dan 

menelaah serta mengolah peraturan 
perundang undangan, keb~jakan, 
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pedoman dan petunjuk teknis serta data 
dan informasi lainnya yang 
berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b. menyusun rencana ke!ja dan kegiatan 
serta anggaran di lingkungan unit ke!ja; 

c. mengkoorinasikan penyusunan SKP 
dilingkungan unit ke!ja; 

d. menyiapkan bahan penyusunan 
kebijakan teknis seksi Penatagunaan dan 
Informasi Pertanahan sesuai lingkup 
tugasnya berdasarkan ketentuan yang 

berlaku; 
e. menyiapkan usulan keputusan 

penetapan lokasi konsolidasi tanah 
perkantoran dan pedesaan; 

f. menyiapkan usulan penegasan objek 
pengaturan penguasaan tanah; 

g. menyiapkan pengaturan dan penerbitan 
pemanfaatan bersama atas tanah 
pertanian; 

h. menyiapkan 
pelaporan 
Penatagunaan 
Pertanahan; 

bahan evaluasi dan 
kegiatan dibidang 

dan Informasi 

1. menyiapkan pelaksanaan redistribusi 
tanah obyek pengaturan penguasaan 
tanah, termasuk penyiapan surat 
keputusan pemberian hak kepada 
penerima redistribusi tanah; 

j. menyiapkan penyelenggaraan sidang 
panitia pertimbangan landreform 
kabupaten; 

k. menyiapkan usulan dan melaksanakan 
pembayaran ganti rugi terhatlap tanah 
kelebihan maksimum, tanalz absentee 
dan tanah partikelir yang dikuasai 
Negara; 

I. melaksanakan penilaian permohonan 
hak atas izin lokasi dan izin membuka 
tanah Negara; 

m. melaksanakan inventarisasi atas lokasi 
tanah yang diperlukan oleh instansi 
pemerintah baik fisik rnaupun 
administrasi; 

n. mempersiapkan bahan perumusan 
kebijakan tentang tanah ulayat; 

o. mempersiapkan data dan informasi 
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7 Seksi Pengadaan dan 
Pendaftaran Tanah Instansi 

Pemerintah 

untuk merumuskan rencana penggunaan 
tanah yang hamparannya didaerah; 

p. menerbitkan keputusan peruntukan 
penggunaan tanah bagi instansi 
pemerintah; 

q. melaporkan, memberikan talaahan staf 
dan advis teknik kepada Kepala Bidang 
terkait pelaksanaan program dan 
kegiatan Penatagunaan dan Informasi 
Pertanahan; 

r. merencanakan kegiatan, menyiapkan 
dan menyusw1 bahan untuk pendidikan, 
pelatihan, penelitian dan sosialisasi 
terkait pelaksanaan Penatagunaan dan 
Informasi Pertanahan; 

s. melakukan inventarisasi permasalahan 
yang berhubungan dengan bidang 
tugasnya serta menyiapkan bahan 
petwljuk pemecahan masalah; 

t. melakukan koorinasi dan sinkronisasi 
dengan satuan/unit kerja terkait dalam 
rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

u. memberikan saran dan pertimbangan 
kepada atasan berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 

v. membagi dan mendistribusikan tugas 
kepada bawahan sesuai bidang tugas 
masing-masing; 

w. memberikan petwljuk, bimbingan dan 
arahan serta penilaian kinerja kepada 
bawahan; 

x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan 

y. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai lingkup tugasnya. 

TUGAS : "membantu Kepala Bidang 
Penatagunaan dan Pendaftaran 
Tanabmenyiapkan baban perumusan kebijakan, 
dan perencanaan operasional serta pelaksanaan 
progran~ dan kegiatan di bidang pengadaan 
tanab dan Pendaftaran tanab instansi 
pemerintah sesnai dengan ketentuan yang 
berlaku"; 
a. menghimpun, mempelajari dan 

menelaah serta ment.?;olah peraturan 
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perundang undangan, kebijakan, 
pedoman dan petunjuk teknis serta data 
dan informasi lainnya yang 
berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b. menyusun rencana keija dan kegiatan 
serta anggaran di lingkungan unit keija; 

c. mengkoorinasikan penyusunan SKP 
dilingkungan unit keija; 

d. menyiapkan bahan penyusunan 
kebijakan teknis seksi Pengadaan dan 
Pendaftaran Tanah Instansi Pemerintah 
sesuai lingkup tugasnya berdasarkan 
ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan pengentlalian 
penguasaan pemilikan tanah sekaligus 
menyiapkan izin peralihan tlan 
perubahan penggunaan tanah serta 
pengumpulan data dalam rangka 
bimbingan pengaturan, penguasaan 
dan penatagunaan tanah; 

f. melaksanakan pengendalian, 
inventarisasi penguasaan dan 
penatagunaan tanah melalui izin 
lokasi atau rencana perolehan dan 
atau penggunaan tanah serta 
mengevaluasi kebutuhan tanah untuk 
pembangunan; 

g. menyiapkon izin mengerjakon tanah 
dalam rangka redistribusi, pemetaan 
penggunaan tanah status tanah dan 
administrasi serta perhitungan neraca 
penggunaan tanah dan pemberian 
aspek penatagunaan tanalt; 

h. melaksanakan bimbingan serta 
pemantauan hasil pelaksanaan 
kegiatan redistribusi dan konsolidasi 
tanah; 

i. mempersiapkan pelaksanaan 
inventarisasi tanah kosong; 

j. mempersiapkan data dan informasi 
sebagai dasar penerbitan izin 
pembukaan tanah; 

k. memfasilitasi dan/atau melaksanakan 

68 

43353.pdf



pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum serta permohonan pendaftaran 
tanah instansi pemerintah; 

I. menyiapkan data dan melaksanakan 
kegiatan koorinasi dalam rangka 
pengadaan tanah utuk kepentingan 
umum; 

m. menyiapkan data penyelenggaraan rapat 
pengadaan tanah dan penetapan serta 
penyelesaian ganti kerugian; 

n. menyiapkan dan membuat risalah hasil 

pemeriksaan tim penelitian tanah 
(k:onstatering rapport) dan menyiapkan 
surat keputusan dalam rangka 
pemberian hak atas tanah kepada 
instansi pemerintah; 

o. membuat berita acara penetapan ganti 
kerugian dan berita acara pembayaran 
ganti kerugian I pelepasan hak atas 
tanah; 

p. merumuskan dan menyusun rencana 
kerja dalam bentuk program dan 
kegiatan untuk penataan administrasi 
pertanahan dan membangun serta 
mengembangkan sistem informasi 
pertanahan; 

q. melaksanakan pendataan, pengukuran 
dan pemetaan kadastral persil tanah, 
batas wilayah RT, Kelurahanl Desa, 
dan Kecamatan; 

r. mengoordinasikan dan mendaftarkan 
bidang tanah Pemerintah Daerah serta 
memfasilitasi pendaftaran tanah 
masyarakat; 

s. merencanakan kegiatan, menyiapkan 
dan menyusun bahan untuk pelatihan, 
penelitian dan sosialisasi terkait 
pelaksanaan Perencanaan pendataan 
penguasaan, penggunaan tanah dan 
bangunan; 

t. melakukan inventarisasi permasalahan 
yang berhubungan dengan bidang 
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8 Bidang Penanganan 
Masalah, 

Pembinaan dan Pengawasan 
Pertanahan 

tugasnya serta menyiapkan bahan 
petunjuk pemecahan masalah; 

u. melakukan koorinasi dan sinkronisasi 
dengan satuan/unit kelja terkait dalam 
rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

v. memberikan saran dan pertimbangan 
kepada atasan berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 

w. membagi dan mendistribusikan tugas 
kepada bawahan sesuai bidang tugas 
masing-masing; 

x. memberikan petunjuk, bimbingan dan 
arahan serta penilaian kinelja kepada 
bawahan; 

y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan 

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai lingkup tugasnya. 

TUGAS : "membantu Kepala Dinas dalam 
menyiapkan perencanaan, perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan program kerja serta 
kegiatan dalam bidang Penanganan Masalab, 
Pembinaan dan KawasanPertanaban sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku" ; 
a. mempelajari dan mengolah peraturan 

perundangan-undangan, kebijakan, 
pedoman dan petunjuk teknis serta data 
dan informasi lainnya yang 
berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b. merumuskan bahan pelaksanaan 
kebijakan penyelenggaraan urusan 
pertanahan bidang Penanganan Masalah, 
Pembinaan dan Pengawasan 
Pertanahansesuai dengan norma, 
standar, prosedur dan kriteria yang telah 
ditetapkan; 

c. menyusun rencana kelja dan kegiatan 
serta anggaran di lingkungan unit kelja; 

d. mengoordinasikan penyusunan SKP di 
lingkungan unit kelja; 
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e. merumuskan bahan penyusunan standar 
pelayanan di lingkungan unit kerja; 

f. merumuskan bahan koorinasi, 
pembinaan, bimbingan, pengendalian 
dan pengaturan teknis di bidang 
penyelesaian sengketa pertanahan; 

g. merumuskan bahan koorinasi, 
pembinaan, bimbingan, pengendalian 
dan pengaturan teknis di bidang 
pembinaan dan pengawasan; 

h. mengousep dan mengusulkan produk 
hukum daerah terkait petunjuk teknis 
dan- ketentuan dalam pelaksanaan 
penanganan masalahpembinaan dan 
pengawasan pertanahan. 

1. mengatur dan mengarahkan pelaksanaan 
program dan kegiatan penanganan 
masalahpembinaan dan pengawasan 
pertanahan; 

j. menyusun konsep sasaran kegiatan 
dalam bidang penanganan masalah, 
pembinaan dan pengawasan pertanahan; 

k. mengarahkan kebijakan operasional 
dibidang penanganan masalah, 
pembinaan dan pengawasan pertanahan; 

I. menghimpun dan merumuskan bahan 
penyusunan Rencana Strategis, Rencana 
Kerja, dan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah urusan Penanganan 
Masalah, Pembinaan dan Pengawasan 
Pertanahan; 

m. melaksanaan monitoring dan evaluasi 
serta pelaporan penyelenggaraan urusan 
bidang penanganan masalah, 
penyulullan, pembinaan dan 
pengawasan pertanahan; 

n. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan 
kegiatan urusan bidang penanganan 
masalah, pembinaan dan pengawasan 
pertanahan sebagai bahan informasi dan 
pertanggungjawaban kepada Kepala 
Dinas; 

o. membuat laporan pelaksanaan program 
dan rencana kerja bidang penanganan 
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masalah,pembinaan dan pengawasan 
pertanahankepada Kepala Dinas. 

p. merumuskan bahan inventarisasi tanah 
kosong dan kebijakan pemanfaatan 
tanah kosong. 

q. menyusun bahan perumusan kebijakan 
dan penyelesaian masalah tanah kosong 
dalam daerah. 

r. merumuskan bahan penyuluhan, 
pembinaan, pengawasan dan bimbingan 
kepada masyarakat dibidang pertanahan. 

s. melakukan inventarisasi permasalahan 
yang berhubungan dengan bidang 
tugasnya serta menyiapkan bahan 
petunjuk pemecahan masalah; 

t. melakukan koorinasi dan sinkronisasi 
dengan satuan/unit kerja terkait dalam 
rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

u. memberikan saran dan pertimbangan 
kepada atasan berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 

v. membagi dan mendistribusikan tugas 
kepada bawahan sesuai bidang tugas 
masing-masing; 

w. memberikan petunjuk, bimbingan dan 
araban serta penilaian kinerja kepada 
bawahan; 

x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan 

y. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai lingkup tugasnya. 

FUNGSI: 
a. perumusan bahan kebijakan operasional 

di bidang Penanganan Masalah, 
Pembinaan dan Kawasan Pertanahan; 

b. perumusan bahan perencanaan 
oprasional program dan kegiatan di 
bidang Penanganan Masalah, 
Pembinaan dan Kawasan Pertanahan; 

c. perumsan bahan pembinaan, bimbingan, 
pengendalian dan pengaturan teknis di 
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9 Seksi Penyelesaian 
Sengketa Pertanahan 

bidang penyelesaian sengketa 
pertanahan; 

d. perurnsan bahan pembinaan, bimbingan, 
pengendalian dan pengaturan teknis di 
bidang pembinaan dan pengawasan; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan penyelenggaraan bidang 
Penanganan Masalah, Pembinaan dan 
Kawasan Pertanahan; dan 

f. penyelenggaraan tugas lainnya yang 
diberikan oleh atasan sesuai lingkup 
tugasnya. 

TUGAS : "membantu Kepala Bidang 
Penanganan Masalah, Pembinaan dan 
Pengawasan Pertanahanmenyiapkan bahan 
perumusan kebijakan, dan perencanaan 
operasional serta pelaksanaan program dan 
kegiatan di bidang penyelesaian sengketa 
pertanahan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku"; 
a. menghimpun, mempelajari dan 

menelaah serta mengolah peraturan 
perundang undangan, kebijakan, 
pedoman dan petunjuk teknis serta data 
dan informasi lainnya yang 
berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b. menyusun rencana kelja dan kegiatan 
serta anggaran di lingkungan unit kelja; 

c. mengkoorinasikan penyusunan SKP 
dilingkungan unit kelja; 

d. menyiapkan bahan penyusunan 
kebijakan teknis seksi Penyelesaian 
Sengketa Pertanahan sesuai lingkup 
tugasnya berdasarkan ketentuan yang 
berlaku; 

e. melaksanakan identifikasi dan 
inventarisasibahan materi sengketa 
pertanahanbaik secara fisik maupun 
yuridis. 

f. melakukan penelitian dan pengkajian 
dokumen pihak - pihak yang 
besengketa. 

g. mengumpulkan 
stakeholders 
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10 Seksi Pembinaan dan 

sengketa pertanahan. 
h. menyiapkan materi evaluasi dan 

pelaporan di bidang penyelesaian 
sengketa pertanahan. 

1. menerima, menelaah dan mengevaluasi 
laporan atau pengaduan 
sengketa/konflik tanah; 

j. merencanakan kegiatan, menyiapkan 
dan menyusun bahan untuk pelatihan, 
penelitian dan sosialisasi terkait 
pelaksanaan penyelesaian sengketa 
pertanahan; 

k. memfasilitasi musyawarah antar pihak 
yang bersengketa untuk mendapatkan 
kesepakatan; 

I. melakukan pencegahan meluasnya 
dampak sengketa!konflik tanah; 

m. melaksanakan tindak lanjut penanganan 
penyelesaian sengketa pertanahan; 

n. melakukan inventarisasi permasalahan 
yang berhubungan dengan bidang 
tugasnya serta menyiapkan bahan 
petunjuk pemecahan masalah; 

o. melakukan koorinasi dan sinkronisasi 
dengan satuan/unit kelja terkait dalam 
rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. memberikan saran dan pertimbangan 
kepada atasan berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 

q. membagi dan mendistribusikan tugas 
kepada bawahan sesuai bidang tugas 
masing-masing; 

r. memberikan petunjuk, bimbingan dan 
arahan serta penilaian kinelja kepada 
bawahan; 

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan sesuai bidang tngasnya; dan 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai lingkup tugasnya 

TUGAS : "membantu Kepala bidang Bidang 
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Pengawasan Penanganan Masalah, Pembinaan dan 
Pengawasan Pertanahanmenyiapkan bahan 
perumusan kebijakan, dan perencanaan 
operasional serta pelaksanaan program dan 
kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku" ; 
a menghimpun, mempelajari dan 

menelaah serta mengolah peraturan 
perundang undangan, kebijakan, 
pedoman dan petunjuk teknis serta data 
dan infonnasi lainnya yang 
berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b. menyusun rencana kelja dan kegiatan 
serta anggaran di lingkungan unit kelja; 

c. mengkoorinasikan penyusunan SKP 
dilingkungan unit kelja; 

d. menyiapkan bahan penyusunan 
kebijakan teknis seksi Pembinaan dan 
Pengawasan sesuai lingkup tugasnya 
berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

e. menyiapkan materi Pelaksanaan 
pengawasan dan pembinaan kepada 
masyarakat dibidang pertanahan. 

f. menyelenggarakan pembinaan kepada 
para penerima hak atas tanah melalui 
redistribusi dan konsolidasi tanah. 

g. menyediakan fasilitas pendukung dalam 
mensukseskan catur tertib pertanahan; 

h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 
penyelesaian masalah tanah kosong 
dalam daerah; 

i. melaksanakan inventarisasi tanah 
kosong dan kebijakan pemanfaatan 
tanah kosong; 

J. membantu Kepala Bidang dalam rangka 
Pelaksanaan pengawasan dan 
pembinaan kepada masyarakat dibidang 
pertanahan; 

k. membantu dan 
pelaksanaan kegiatan 

mengarahkan 
pengawasan 

pemanfaatan tanah; 
I. melaksanakan dan 

mengadministrasikan 
melayani serta 

kegiatan 
dan Penyuluhan, Pengawasan 

75 

43353.pdf



11 

12 

Pelaksana Teknis Dinas 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Pembinaan; 

m. melaksanakan tindak lanjut basil 
Pengawasan dan Pembinaan; 

n. melakukan inventarisasi permasalaban 
yang berhubungan dengan bidang 
tugasnya serta menyiapkan bahan 
petunjuk: pemecahan masalah; 

o. melakukan koorinasi dan sinkronisasi 
dengan satuan/unit kerja terkait dalam 
rangka menduk:ung kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. memberikan saran dan pertimbangan 
kepada atasan berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 

q. membagi dan mendistribusikan tugas 
kepada bawahan sesuai bidang tugas 
masing-masing; 

r. memberikan petunjuk, birnbingan dan 
arahan serta penilaian kinerja kepada 
bawahan; 

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai lingkup tugasnya. 

TUGAS : "melaksanakan sebagian tugas 
Dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan 
peraturan pernndang-undangan yang berlaku" ; 

TUGAS : "pekerjaan sesuai jabatan/bidang 
tugas dan keablian yang dimiliki" ; 
a menjabarkan program kerja yang 

diberikan oleh Kepala Dinas; 
b. melaksanakan tugas dan pekerjaan 

sesuai dengan jabatan!bidang tugas dan 
keahlian yang dimiliki; 

c. memberikan saran dan pertirnbangan 
kepada Kepala Dinas baik dirninta 
ataupun tidak diminta sesuai lingkup 
tugas dan keahliannya; 

d. mengadakan koorinasi dan sinkronisasi 
dengan unit kerja lainnya di lingkungan 
Dinas dalam rangka menduk:ung 
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4. Tata Kerja Dinas 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
e. menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan derigan bidang tugasnya 
dan menyusun saran tindak lanjut; 

f. membuat laporan baik lisan maupun 
tertulis kepada Kepala Dinas sebagai 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugasnya; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan dibedakan dalam tiga kelompok 

dasar pekerjaan, pertama ialah kelompok Sekretariat yang memiliki 

kelompok uraian pekeijaan urusan perkantoran (internal) organisasi. 

Kelompok kedua ialah bidang teknis yang menangani urusan penatagunaan, 

pengadaan tanah, dan pensertifikatan tanah pemerintah. Kelompok ketiga 

ialah bidang teknis fasilitasi penyelesaian sengketa dan pengawasan tanah. 

Dari keompok-kelompok diatas, hanya kelompok sekretariat yang 

memiliki tata-cara pekerjaan yang baik. Hal ini lebih dikarenakan bahwa 

urusan kesekretariatan adaah urusan yang sangat umum dan banyak regulasi 

yang telah diterbitkan guna penyelenggaraannya. Sementara dua bidang 

teknis lainnya merupakan kelompok barn yang urusan tata-cara 

penyelenggaraannya tidak semuanya didukung dengan anggaran yang 

memadai, serta peralatan yang memenuhi unsur. ketelitian. 
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Sehingga diperlukan kehati-hatian oleh pejabat strukturalnya dalam 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya, dan mengacu pada rujukan-rujukan 

lama yang masih berlaku. 

5. Uang/ Dana (Anggaran Dinas) 

Dana atau yang sering disebut dengan anggaran suatu Dinas lebih 

merupakan sumber penopang pencapaian tujuan, dimana semua pekerjaan 

sangat bergantung pada anggaran yang tersedia. Anggaran pada Dinas 

meerpakan hasil pembagian dari total dana yang tersedia pada Pemerintah 

Daerah dari basil penetapan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten Nunukan. Diketahui bahwa pada tahun 2017 ini, Dinas Pertanahan 

Kabupaten Nunukan diberikan anggaran penye1enggaraan dalam bentuk 

kegiatan-kegiatan tahun berjalan sebesar 1.4 triliun rupiah. Terbagi atas 

beberapa pos peruntukan, yaitu : Pos gaji rutin aparatur, Pos tunjangan 

aparatur, Pos gaji tenaga honorer, Pos be!anja kegiatan pendukung. Besar 

anggaran tiap-tiap pos berbeda berdasarkan Daftar Penyelenggaraan 

Anggaran yang ditetapkan oleh panitiaffim anggaran Daerah Kabupaten 

Nunukan. 

Tentunya pada pos anggaran belanja kegiatan pendukung merupakan sumber 

untuk melaksanakan seluruh tugas pokok, fungsi-fungsi serta pekerjaan 

tambahan. Jika anggaran yang disediakan kurang memadai, maka hamper 

dipastikan banyak tugas pokok, fungsi dan pekerjaan tambahan yang tidak 

terlaksana maksimal. Apalagi jika aparatur dan tenaga honoremya terus 

bertambah, pasti akan menambah beban anggaran operasionalnya pula 
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6. Peralatan Kerja (Dinas) 

Peralatan merupakan swnber pendukung bagi pelaksanaan pekeijaan 

pada sebuah organisasi untuk menvapai tujuan yang diinginkan. Pada Dinas 

Pertanahan Kabupaten Nunukan yang dimaksud peralatan bukan sekedar 

peralatan wnwn sebuah perkantoran saja, tetapi juga merupakan perlatan 

untuk pekerjaan yang spesifik, seperti alat ukur Total-Station, Electronic 

Distance Measur, Global Positioning System, dan yang sejenis lainnya. Serta 

peralatan pendukung pekerjaan alat ukur diatas seperti perangkat computer 

dan printer besar (plotter). 

Peralatan yang diberikan pada Dinas Pertanahan hanya berupa alat 

pendukung berupa perangkat computer, sementara peralatan khusus belwn 

memiliki karena tidak mempunyai dana/ anggaran yang cukup untuk 

melakukan pembelian peralatan tersebut. 

a. Rancangan prosedur/ alur kerja penerbitan Surat Pernyataan Tanah Aset 

Pemerintab Daerah : 

ALUR PENERBIT AN SURA T PENGUASAAN T ANAH (SUPER-ASTAl 
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· P",.m;B (!EIDAI 

Gambar 4.2. Rencana prosedur/ alur pekeijaan penerbitan surat penguasaan 
tanah aset pemerintab. 
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b. Rancangan prosedur proses pengadaan tanah untuk kepentingan urnurn 

skala kecil : 

ALUR PENGADAAN TANAH SKALA KECIL 

7 

~il~t~~roi)(WMI!~·~~~~~ 
M~oaeo.P~rom~ Tenah ~ng 

wtW; 

12 
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Garnbar 4.3. Rencana prosedur/ alur pekerjaan proses pengadaan tanah bagi 
kepentingan urnurn skala kecil. 

7. Analisis Organisasi dan Tata Kerja 

Sebagai sebuah organisasi, Dinas memiliki sifat statis dalarn 

penyelenggaraannya. Hal ini dimaksudkan agar marnpu memberikan suatu 

kepastian dalarn koridor ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pekerjaan, 

baik antara Bagianlunit dan seluruh jajaran dan staf didalarn Dinas 

Pertanahan, serta sebagai syarat mutlak bagi keberlangsungan Dinas sendiri. 

Meskipun demikian; pada pelaksanaannya, syarat mutlak bersifat statis 

itu tidaklah mudah dikerjakan, karena banyak sekali kendala yang dihadapi, 

dimana kendala tersebut bisa berasal dari dalarn Dinas maupun dari luar 

Dinas kemudian akan diungkapkan oleh informan pada wawancara. Untuk itu 
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perlu dilakukan suatu analisis terkait organisasi dan tata kerja pada Dinas 

Pertanahan Kabupaten Nunukan. 

Adalah kondisi dimana hal-hal yang seharusnya dikerjakan demi 

mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya pada Dinas Pertanahan, temyata 

tidak berjalan sesuai yang diharapkan, karena terdapat masalah dan kendala 

yang serius harus segera dapat diputuskan tindakan perbaikannya. 

Kondisi ini merupakan gamabaran dari hal yang seharusnya 

dilaksanakan berbanding dengan kondisi realitas pelaksanaan pada Dinas 

Pertanahan, dan kemudian tentu aka nada pengeruh kepada organisasi Dinas 

Pertanahan itu sendiri. 

B. Hasil 

I. Organisasi Dinas Pertanahan ; 

a. Menurut informan 'A': 

"Dinas Pertanahan Kab. Nunukan dibentuk untuk menangani segala 
permasalahan tanah di Kabupaten Nunukan." 

"Regulasi yang mendukung terbentuknya Dinas Pertanahan Kabupaten 
Nunukan adalah Perundangan (Undang-undang nomor 23 tahun 2014 

tentang pemerintahan darah) dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 
tentang pembentukan organisasi perangkat daerah." 

"Mengenai desain organisasi tentu mengacu pada perundangan dan 
· struktur tentu mengacu pada Peraturan Daerah tersebut." 

"Jika Dinas dibentuk tanpa ada latar belakang dan tanpa regulasi 
konsideran maka Dinas tersebut dipastikan tidak akan kuat karena tidak 

memiliki landasan kerja" 

b. Menurut informan 'B' : 

"Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan ialah bagian dari pemerintah 
masalah sengketa pertanahan di Kabupaten Nunukan." 

"Regulasi yang mendukung terbentuknya Dinas Pertanahan Kabupaten 
Nunukan adalah regulasi Pusat yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 
2014 tentang pemerintahan darah, dan regulasi lokal yaitu Peraturan 
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Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat 
daerah." 

"Semua Dinas/ Kantor pasti dibentuk berdasarkan Jatar beJakang dan 
payung reguJasi karena pasti akan tidak terarab." 

"Mengenai desain organisasi dan struktur organisasi Dinas Pertanahan 
Kabupaten Nunukan sudah mengacu dan sesuai dengan perundangan dan 

peraturan daerah." 
"Dasar regulasi pembentukan sangat berpengaruh untuk Jandasan acuan 

pekeijaan organisasi." 

c. Menurut informan 'C' : 

"Terdapat banyak sekali permasalahan tanah didaerah Kabupaten Nunukan, 

dan memerlukan unit atau organisasi khusus focus menangani dan 
mengurusi dan menyeJesaikan urusan tanah daerah, ini yang menjadi Jatar 

beJakang terbentuknya Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan." 

"Untuk regulasi yang mendukung terbentuknya Dinas Pertanahan 
Kabupaten Nunukan adaJah regulasi Pusat yaitu Undang-undang nomor 23 

tahun 2014 tentang pemerintahan darah, dan reguJasi Jokal yaitu Peraturan 
Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat 

daerah." 

"Mengenai organisasi ( desain organisasi, struktur organisasi, tupoksi) dan 
tata keija Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan sudah mengacu dan 

sesuai dengan perundangan dan peraturan daerah." 

2. Tujuan Dinas Pertanahan ; 

Dinas Pertanahan Kab. Nunukan memiliki tujuan untuk menyeJesaikan 

urusan tanah daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan berdasarkan 

perundangan dan aturan-aturan Jain yang terkait, maka organisasi perangkat 

daerah ini sudah sesuai dengan persoalan yang ada. 

a) Menurut informan 'A' : 

"Suatu Dinas harus mempunyai tujuan, yang menjadi tujuan pembentukan 

Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan adalah menyeJesaikan permasaJahan 
tanah di Kabupaten Nunukan." 

"Tidak mungkin ada kantor/ Dinas/ organisasi tidak memiliki tujuan, karena 
tidak tau apa yang ingin dicapai dan bagaimana caranya." 
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b) Menurut informan 'B': 

"Sedangkan terbentuknya Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan bertujuan 
menyelesaikan masalah pertanahan di Kabupaten Nunukan." 

'Sudah seharusnya Dinas memiliki tujuan sebagai sesuatu yang ingin diraih 
atau dicapai." 

c) Menurut informan 'C': 

"Sementara tujuan pembentukan Dinas Pertanahan tak lain adalah untuk 

menyelesaikan atau mernfasilitasi sega1a urusan tanah daerah di Kabupaten 
Nunukan." 

"Tidak mungkin ada Dinas yang tidak memiliki tujuan karena merupakan 

hal yang ingin dicapai, jika tidak memiliki tujuan maka itu suatu 
pemborosan." 

3. Spesialisasi Pekeijaan Dinas Pertanahan ; 

a Menurut informan 'A' : 

"Pembagian tupoksi struktur organisasi, secara umum, harus mengcu pada 
aturan yang ditetapkan (Perbup 40/20 16), walaupun belum semua dapat 
dilaksanakan. Tentnnya terdapat beberapa kendala yang harus disikapi, 
mengingat organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan merupakan 

organisasi kecil namun banyak peran tugas-fungsi." 
"Karena tidak semua spesialisasi pekerjaan dilaksanakan maka teijadi 

kegagalan hasil yang ditargetkan." 

b. Menurut informan 'B' : 

"Speseialisasi sudah terbagi-bagi dan terkelompok dalam unit struktural 
organisasi Dinas, sesuai regulasinya (Perbup 40/2016)." 

"Pada pelaksanaan tupoksi, kendala selalu ada dan ada yang dapat 
diselesaikan secara personal maupun keorganisasian, ada pula yang tidak 

dapat diatasi." 
"Penjabaran tupoksi pada Struktur organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten 
Nunukan sudah sesuai secara keseluruhan, walaupun mungkin ada sedikit 

yang turnpang-tindih a tau sam a dengan unit struktur lain." 
"Jika ada tugas yang tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh pada 

target (tujuan) yang ditetapkan." 

c. Menurut informan 'C' : 

"Untuk speseialisasi pekerjaan sudah dipecah dan dibagi sesuai latar 
belakang pendidikan staf dan pengalaman keija staf, seperti yang telah 

diatur dalam perundangan dan peraturan pendukungnya" 
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"Uraian tupoksi Struktur organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan 
umumnya sudah sesuai, walaupun ada sedikit yang dianggap tertukar atau 

tumpang-tindih dengan unit struktur lain." 
"Pada pelaksanaan tupoksi, kendalanya adalah banyak sekali pekeljaan 

yang dijabarkan melalui tupoksi tersebut, sehingga perlu dilakukan 
pemilihan skala prioritas." 

''terhadap tupoksi yang tidak dilaksanakan, maka akan berpengaruh pada 
target capaian (tujuan) yang telah ditetapkan." 

4. Tata Kelja Dinas Pertanahan ; 

a. Menurut informan 'A' : 

'Tentang pelaksanaan pekeljaan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan 
masih banyak hambatan yang melambatkan bahkan membuat beberapa tugas­

fungsi tidak bisa bekelja sebagaimaua mestinya." 
"Dukungan terhadap pekeljaan itu diantaranya adalah kesediaan dana untuk 

operasional dan peralatan." 

b. Menurut informan 'B' : 

"Tata kelja yang dilaksanakan di Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan 
memang terdapat hambatan terutama di bidang dan sub-bidang teknis, seperti 

kurangnya dukungan pendanaan dan ketersediaan peralatan." 

c. Menurut informan 'C' : 

"Panduan pekeljaan yang harusnya menjadi acuan tentang pekeljaan­
pekeljaan pun masih banyak yang tidak ada, terutama pada bidang-bidang 

teknis." 
"Pelaksanaan tata kelja pada Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan lahir pada 

situasi perekonomian nasional sedang menurun, sehingga pemerintah sangat 
selektif dalam memberikan alokasi anggaran pada Dinas-Dinas." 

5. Dana/ Anggaran Dinas Pertanahan; 

a Menurut informan 'A' : 

"Satu hallagi yang membuat pelaksanaan pekerjaan di Dinas Pertanahan 
menjadi tidak efektif adalah dukungan peodanaan untuk pembiayaan 

program-program kegiatan yang telah disusun." 
"Dimana sebaiknya semua tugas pokok diberikan kegiatan pendukung 

yang dibiayai untuk mencapai tujuan yang diharapkan, karena jika tidak 
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didukung dana yang cukup maka pekerjaan itu tidak terlaksan dengan 
baik dan berpengaruh terbadap tujuan." 

b. Menurut informan 'B' : 

"Pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan 
banyak yang belum dilaksanakan karena kendala uang." 

"Terutama program atau tugas-tugas pokok dan fungsi yang prioritas 
bagi Dinas Pertanahan perlu didukung dengan dana yang baik." 

"Dana memiliki peran yang nenonjol dalam mendukung pekeJjaa, jika 
tidak tersedia mungkin pekerjaan tersebut tidak terlaksana." 

c. Menurut informan 'C' : 

"Banyak pekeJjaan Dinas tidak berjalan baik karena tidak memiliki 
dana" 

"Babkan satu struktur Dinas Pertanaban banya diwakili oleh satu 
kegiatan untuk satu tugas pokok/ fungsi dengan dana yang sedikit, 
sehingga tidak mencerminkan keberbasilan pencapaian tujuan.." 

6. Peralatan KeJja Dinas Pertanaban ; 

a. Menurut informan 'A': 

"Disamping itu ada juga alasan lain seperti tidak adanya peralatan yang 
baik untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan itu." · 

b. Menurut informan 'B': 

"Peralatan dan fasilitas pendukung organisasi Dinas juga sangat kurang, 
babkan pekeJjaan kami sering terhambat karena kendala tidak memiliki 

dukungan peralatan dan fasilitas pendukung lainnya" 

C. Pembahasan 

1. Organisasi Dinas Pertanahan ; 

Dari data yang telab disampaikan oleh informan, penulis mecoba 

melakukan menyimpulkan atas orgaisasi Pertanahan Kabupaten Nunukan 

sebagai berikut : 
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a) Adalah sebuah wadah atau organisasi yang khusus dan fokus terhadap 

permaslahan pertanahan daerah ; 

b) Untuk menangani urusan-urusan pertanahan didaerah yang belum 

terselesaikan hingga sekarang ; 

Selain hal tersebut, terdapat juga duk:ungan regulasi dari pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah, berupa : 

a) Regulasi Pusat berupa undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah ; 

b) Regulasi daerah berupa Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang 

organisasi pernagkat daerah ; 

c) Regulasi daerah berupa Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2016 tentang 

kedudukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata 

kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan ; 

Sementara itu, sebagai tindak lanjut atas pembentukan organisasi 

perangkat daerah baru bemama Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan, 

yang segala sesuatu terkait organisasinya telah dirumuskan dengan baik dan 

telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Begitu pula dengan struktur 

organisasinya yang telah dirumuskan berdasarkan rujukan regulasi yang ada 

berupa tipe organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

daerah. 

1ni dilakukan sebagai perlindungan dan kepastian hokum pekerjaan 

hingga mencapai tujuan. 
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2. Tujuan Dinas Pertanahan s ; 

Dinas Pertanahan Kab. Nunukan memiliki tujuan untuk menyelesaikan 

urusan tanah daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan berdasarkan 

perundangan dan aturan-aturan lain yang terkait, maka organisasi perangkat 

daerah ini sudah sesuai dengan persoalan yang ada. 

Dari data yang telah disampaikan oleh informan, penulis mecoba 

melakukan menyimpulkan atas tujuan organisasi Dinas Pertanahan 

Kabupaten Nunukan. Dimana Dinas Pertanahan dibentuk untuk mencapai 

tujuan menangani urusan tanah di Kabupaten Nunukan. Dan tujuan ini 

menjadi dasar penentuan hal-hal lain yang diperlukan untuk mencapainya, 

seperti jenis (spesialisasi) pekeijaan dan staf yang mendukung, dana yang 

dibutuhkan, serta peralatan keija yang diperlukan. 

Jika Dinas/ organisasi tidak memiliki tujuan maka tidak layak untuk 

disebut organisasi karena tidak ada yang dipeijuangkan. Dan apabila ada 

organisasi yang tidak jelas tujuan pembentukannya maka tidak arah yang 

dituju oleh organisasi itu. 

3. Spesialisasi Pekeijaan Dinas Pertanaban s ; 

Dari data yang telah disampaikan oleh informan, penulis mecoba 

melakukan menyimpulkan atas desain organisasi Dinas Pertanahan 

Kabupaten Nunukan. Bahwa spesialisasi pekerjaan mempunyai andil besar 

dalam pelaksanaan organisasi (Dinas Pertanahan), karena dengan adanya 

spesialisasi pekeijaan maka tujuan Iebih mudah dicapai. 
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Dan sebaliknya, jika spesialisasi pekerjaan tidak dilaksanakan maka 

Dinas Pertanahan (organisasi) akan mengalami hambatan dalam menggapai 

tujuannya. 

4. Tata Kerja Dinas Pertanahan; 

Ada beberapa hal yang menjadi fokus pembicaraan dari informan 

mengenai tata kerja, yakni ketersediaan dana/ biaya/ anggaran, dan 

ketersediaan alat-alat bantu pekerjaan. Karena menurut informan keduanya 

merupakan hal yang dapat mempengaruhi terlaksananya pekerjaan untuk 

mencapai tujuan. 

Dana/ biaya/ anggaran merupakan modal pembiayaan seluruh pekerjaan 

pada Dinas sebagai sebuah organisasi. Dan peralatan merupakan alat bantu 

menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Sehingga ketika pekerjaan tidak 

didukung dengan dana maka mungkin pekerjaan itu tidak terlaksana, begitu 

pula dengan peralatan, yangmana jika tidak ada peralatan pendukung pasti 

pekerjaan menjadi lambat bahkan tidak terlaksana. 

Semenentara pada Dinas Pertanahan, baik kesediaan dana maupun 

kesediaan alat sangatlah minim, sehingga sangat berpengaruh pada 

pencapaian tujuan. 

5. Dana/ Anggaran Dinas Pertanahan; 

Dana pada Dinas Pertanahan sangatlah sedikit untuk mampu membiayai 

seluruh operasional pekerjaan tugas pokok dan fungsi yang diemban. 
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Menurut informan rata-rata satu struktur Dinas hanya diwakili oleh satu 

kegiatan pendukung satu tupoksi dengan dana yang sedikit. 

Sehingga dapat dipastikan bahwa ada pekerjaan yang tidak berjalan 

baik dan akan mempengaruhi tujuan struktur dan tujuan Dinas secara 

keseluruhan. 

Seperti pada Struktur Penataan dan Informasi Pertanahan yang hanya 

diberi pendukung pekerjaan dengan sebuah kegiatan dan itupun tidak 

memiliki cukup anggaran, sehingga target tujuan tidak terpenuhi. 

6. Peralatan Ke!ja Dinas Pertanahan ; 

Peralatan bukan hal pokok dalam suatu organisasi, melainkan 

pembantu percepatan penyelesaian peke!jaan. Peralatan yang cukup akan 

menambah daya dukung pekerjaan mencapai tujuan. 

7. Analisis Pengaruh ketidak sesuaian spesialisasi, dana, dan peralatan 

terhadap Organisasi dan Tata Ke!ja serta tujuan Dinas Pertanahan ; 

1. Kondisi yang seharusnya pada organisasi dan tata ke!ja ; 

a) Pembagian Kerja (spesialisasi) yang seharusnya; 

Pembagian ke!ja pada Dinas Pertanahan mengacu pada tugas pokok 

dan fungsi (Tupoksi) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nunukan 

Nomor 40 Tahun 2016 tentang kedudukan kedudukan, susunan organisasi, 

tugas dan fungsi serta tata ke!ja Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan, 

seperti yang telah diuraikan pada halaman 65 diatas. 

b) Dana yang seharusnya ; 
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Penganggaran pekerjaan adalah suatu yang dlperlukan karena akan 

sangat membebani pegawai jika pekerjaan yang diemban tidak didukung 

dengan dana operasional. Seperti disampaikan oleh informan bahwa yang 

sebaiknya adalah segala pekerjaan yang menopang tugas pokok dan fungsi 

memerlukan sokongan dana (operasioanl) guna mencapai tujuan dengan 

efekti£ 

c) Peralatan yang seharusnya ; 

Begitu juga dengan peralatan yang merupakan pendukung Jain dari 

kelancaran pelaksanaan pekerjaan tugas pokok dan fungsi. 

2. Kondisi yang terealisasi pada organisasi dan tata kerja; 

a) Analisis Pembagian Kerja (spesialisasi); 

Untuk kesesuaian struktuk organisasi dengan tupoksi yang 

diembankan, sudah sesuai. Tupoksi yang terurai sudah sesuai dengan 

struktur organisasi yang diamanatkan. Tupoksi yang disebutkan dalam 

Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2016 itu masih terdapat tumpang-tindih 

atau tertukar tapi hanya sedikit saja, tidak menjadi masalah besar. 

Untuk komeklatur Struktur organisasi secara umum sudah sesuai 

dengan uraian tugas pokok-fungsi yang diamanatkan, namun tidak 

dipungkiri masih ada tugas pokok atau fungsi struktur yang tidak sesuai 

dengan monemklatur struktur organisasinya, dan hamper semua informan 

sependapat bahwaketidaksesuaian antara komenklatur dan uraian tugas 

pokok-fungsi bukanlah masalah besar, karena tidak semua unit atau bidang 

yang mengalarni hal tersebut, hanya terjadi pada dua unit yang merupakan 

bagian dari sebuah bidang saja, sehingga diharapkan kebijaksanaan 
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pengaturan kedalam saja dari pimpinan diatasnya untuk mensiasati dan 

mengatur pelaksanaan pekerjaan tugas pokok dan fungsi struktur 

dibawalmya. 

Dan tentang kewenangan dari struktur-struktur jabatan yang ada di 

Dinas Pertanahan tidak saling tindih didalam tubuh organisasi, tetapi dari 

luar organisasi Dinas terdapat banyak sekali hal yang membatasi 

kewenangan-kewenagan Dinas Pertanahan terutama urusan pendanaan dan 

teknis yaitu data dan kewenangan pnsat. 

b) Analisis Dana (Anggaran) ; 

Keterbatasan anggaran bagi keberlangsungan pekerjaan (tata kerja) 

pada Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan, yangmana alokasi anggaran 

untuk Dinas tidak memadai bagi pelaksanaan tugas pokok-fungsi berupa 

pekerjaan yang diembankan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan. 

Namun hal itu seharusnya bukan merupakan kendala yang 

melemahkan bagi Dinas Pertanahan sebagai pendatang baru, malah 

sebaliknya, dengan ketersediaan anggaran yang sedikit bisa dimanfaatkan 

sebaik mungkin agar paling tidak ada beberapa pekerjaan pokok lainnya 

bisa dikerjakan. Tentu hal ini membutuhkan kearifan seorang pimpinan 

dalam menyelenggarakan Dinas diman alokasi anggaran yang minim 

dengan beban kerja yang banyak. 

c) Analisis Peralatan Kerja ; 

Ketersediaan peralatan bagi mendukung pelaksanaan pekerjaan. Hal 

ini tentu secara sistematis sangat mempengaruhi segala aktifitas sebuah 

organisasi. Bahkan jenis peralatannya pun terbilang jenis peralatan dasar 
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perkantoran ( sebuah Dinas) seperti a! at tulis kantor, meja, kursi, alat 

mengetik/computer, alat cetak/printer, tinta printer. 

Kebutuhan peralatan yang sudah pasti seharusnya menjadi suatu 

penunjang pekerjaan, namun apabila tidak ada peralatan, terlebih lagi tidak 

mempunyai anggaran untuk membeli peralatan, maka kembali lagi 

menjadi strategi bagi pimpinan Dinas untuk cerdas dalam membaca 

berbagai peluang atau sumber daya diluar Dinas atau diluar pemerintah 

jikaperlu. 

3. Pengaruh yang diakibatkan dari ketidaksesuaian pada organisasi dan tata 

kerja terhadap tujuan ; 

a) Karena spesialisasi (pembagian) pekeJjaan yang tidak sesuai ; 

Pengaruh dari pembagian pekeJjaan Struktur Dinas yang tidak sesuai 

terhadap tujuan akan berpengaruh pada perhitungan realisasi capruan 

target (tujuan) pada analisajabatan structural Dinas Pertanahan. 

b) Karena dana tidak mencukupi ; 

Pengaruh dari tidak tersedianya dana pada Dinas adalah tidak 

dilaksanakannya pekerjaan yang menjadi tupoksi struktural. 

c) Karena peralatan tidak ada; 

Pengaruh dari tidak adanya peralatan pendukung pekerjaan pada 

pelaksanaan tupoksi structural Dinas adalah penghambat penyelesaian 

pekerjaan tupoksi. 
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Secara umum, informan mengatakan sangatlah sulit untuk 

melaksanakan semua tugas pokok-fungsi tersebut secara bersamaan 

karena struktural yang saling tertukar spesialisasi pekerjaan (tugas pokok 

dan fungsinya), dan pengerjaan kegiatan tugas pokok-fungsi tidak serta 

merta didukung dengan uang dan peralatan yang memadai dan mumpuni. 

Sehingga pada pelaksanaannya tentu terdapat kendala karena tidak semua 

tugas pokok-fungsi yang diembankan dapat dilaksanakan secara 

bersamaan sekaligus. 
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A. KESIMPULAN 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembentukan organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan sudah 

merupakan hasil kajian unsure pembentuk guna focus menangani segala 

urusan terkait pertanahan daerah di Kabupaten Nunukan. Lebih Janjut, Dinas 

Pertanahan Kabupaten Nunukan juga merupakan bentuk pendelegasian tugas 

dan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah darah atas dasar 

mandat perundang-undangan yakni Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah untuk membentuk sebuah organisasi yang 

mempunyai tugas pokok dan fungsi membidangi urusan pertanahan daerah 

yang tidak diatur pada badan/lembaga pemerintah pusat. 

Dari hasil pembahasan pada bah sebelumnya, dapatlah diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tujuan : Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan dibentuk karena banyaknya 

permasalahan sengketa tanah pemerintah dan masyarakat, dengan tujuan 

untuk menangani urusan pertanahan didaerah Kabupaten Nunukan, 

didukung dengan regulasi seperti Undang-undang NOmOr 23 tahun 2014 

tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 

tentang penyelenggaraan peinerintahan daerah, Peraturan Daerah nomor 5 

tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah, Peraturan Bupati nomor 40 

tahun 2016 tentang Struktur organisasi, tata kerja Dinas Pertanahan 

Kabupaten Nunukan; 
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2. Pembagian kerja (spesialisasi) : pembagian pekerjaan Dinas Pertanahan 

Kabupaten Nunukan didasarkan pada uraian tugas pokok serta fungsi 

struktur organisasi yang diatur/ ditetapkan melalui regulasi lokal/daerah, 

walaupun terdapat sedikit ketidak sesuaian pembagian pekerjaan (tupoksi) 

pada struktur organisasinya. Seperti pada struktur Seksi Penatagunaan dan 

Infonnasi Pertanahan, terdapat uraian tupoksi huruf- k : 'menyiapkan usulan 

dan melaksanakan pembayaran ganti rugi terhadap tanah kelebihan 

maksimum, tanah absentee dan tanah partikelir yang dikuasai Negara,' 

yang seharusnya menjadi tupoksi Seksi Pengadaan dan Pendaftaran Tanah 

Instansi Pemerintah. 

Begitu juga sebaliknya, pada Seksi Pengadaan dan Pendaftaran Tanah 

Instansi Pemerintahtupoksi huruf: 'e,f,g,h,ijdan huruf p,q' : 'melaksanakan 

pengendalian penguasaan pemilikan tanah sekaligus menyiapkan izin 

peralihan dan perubahan penggunaan tanah serta pengumpulan data dalam 

rangka bimbingan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah; 

Melaksanakan pengendalian, inventarisasi penguasaan dan penatagunaan 

tanah melalui izin lokasi atau rencana perolehan dan atau penggunaan 

tanah serta mengevaluasi kebutuhan tanah untuk pembangunan; 

Menyiapkan izin mengerjakan tanah dalam rangka redistribusi, pemetaan 

penggunaan tanah status tanah dan administrasi serta perhitungan neraca 

penggunaan tanah dan pemberian aspek penatagunaan tanah; 

Melaksanakan bimbingan serta pemantauan hasil pelaksanaan kegiatan 

redistribusi dan kansolidasi tanah; mempersiapkan pelaksanaan 

inventarisasi tanah kasong; mempersiapkan data dan informasi sebagai 
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dasar penerbitan izin pembukaan tanah;merumuskan dan menyusun 

rencana kerja dalam bentuk program dan kegiatan untuk penataan 

administrasi pertanahan dan membangun serta mengembangkan sistem 

informasi pertanahan;me/aksanakan pendataan, pengukuran dan pemetaan 

kadastral persil tanah, batas wilayah RT, Kelurahanl Desa, dan 

Kecamatan' seharusnya menjadi tupoksi dari Seksi Penatagunaan dan 

Infonnasi Pertanahan. 

Akibat dari ketidak sesuaian ini, pasti akan berpengaruh pada perhitnngan 

analisa jabatan dan berpengaruh juga terhadap hasil capaian yang tidak sesuai 

dengan target yang ditetapkan. Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama 

unsur atasan dan pimpinan Dinas untuk dilakukan perbaikan untuk 

kelangsungan penyelenggaraan Dinas secara menyeluruh. 

3. Dana : kesediaan uang untuk mendanai seluruh pekerjaan yang diuraikan 

menjadi tupoksi pada tiap-tiap struktur dinas akan berpengaruh pada capaian 

tujuan (target) yang ditetapkan dan menjadi peransang bagi aparatur dalam 

melaksanakan pekerjaan tersebut. Karena jika pekerjaan structural tidak 

didukung dengan dana yang memadai maka akan menyulitkan aparatur 

untuk mengerjakannya. 

Kendatipun kekurangan anggaran untuk penyelenggaraan pekerjaan, Dinas 

Pertanahan tetap meiljalankan pekerjaan sesuai yang dimandatkan melalui 

tugas pokok dan fungsi, melalui kebijakan pimpinan (Kepala Dinas) yang 

mengatur seluruh penyelenggaraan Dinas, yaitu dengan menetapkan 

pekerjaan prioritas dari semua pekerjaan yang ada, sehingga tetap ada tujuan 

yang dicapai meskipun hanya sedikit/ tidak menyeluruh. 
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4. Peralatan : Begitu pula halnya dengan keterbatasan lain yang ada pada 

Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan yaitu peralatan, sangatlah 

memerlukan kebijakan dan kearifan seorang Kepala Dinas selaku pimpinan 

tertinggi Dinas untuk tetap menyelenggarakan pekerjaan-pekmjaan yang 

dijabarkan menjadi Tugas pokok dan fungsi didalarn Dinas ; 

5. Seperti yang telah disarnpaikan oleh informan bahwa baik secara organisasi 

maupun tata kerja, bahwa penyelenggaraan Dinas Pertanahan Kabupaten 

Nunukan belum berjalan sesuai harapan pembentukannya. Dan ini 

berpengaruh terhadap capaian target pekerjaan atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti yang telah 

disebutkan diatas. Narnun yang secara sistematis dan kebijaksanaan 

pimpinan, pekerjaan-pekerjaan pada Dinas tetap dilaksanakan atas sesuai 

kemarnpuan yang ada. 

B. SARAN 

I. Bagi SKPD I Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan : 

a. Agar marnpu menyelenggarakan organisasi/tata kerja Dinas Pertanahan 

Kabupaten Nunukan sesuai acuan yang ditetapkan dengan cara : 

./ Kebijakan dan ketegasan pimpinan dalarn melaksanakan organisasi 

dan tata kerja Dinas ; 

./ Memperbaiki hal-hal yang tidak sesuai menjadi sesuai seperti pada 

uraian tupoksi struktur yang merupakan spesialisasi pekerjaan Dinas; 

./ Bersarna unsur Pemerintah dan pihak terkait lainnya, mencari solusi 

penarnbahan pembiayaan pekerjaan Dinas ; 

97 

43353.pdf



./ Bersama unsur Pemerintah dan pihak terkait lainnya, mencari solusi 

penyediaan peralatan Dinas ; 

b. Agar mampu mengoptimalkan capaian kinerja dari unit-unit 

organisasi/struktural didalam Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan 

sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diaturkan dengan cara : 

./ Seluruh struktural mengetahui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 

jabatannya ; 

./ Seluruh struktural bisa membuat alur kerja dari tupoksinya ; 

./ Seluruh struktural seharusnya selalu menjalin komunikasi dengan 

jajaran dibawahnya ; 

./ Dengan panduan rencana kerja dan rancangan strategis Dinas, 

seluruh struktural harus dapat melakukan pernilihan pekerjaan yang 

diutamakan dan urgen untuk diselenggarakan dengan nyesuaikan 

dukungan ketersediaan anggaran ; 

./ Seluruh struktural melakukan evaluasi berupa loporan kinerja 

minimal tiga bulan sekali dan laporan akhir tahun ; 

c. Agar bisa mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (Good 

Governance) khususnya pada penyelenggaraan Dinas Pertanahan di 

Kabupaten Nunukan dengan cara : 

./ Menerangkan kepada khalayak lain tentang peran Dinas Pertanahan 

yang diatur melalui tupoksi agar tidak salah persepsi, terutama 

terhadap peran/ tupoksi Kantor Pertanahan (BPN) dan pengelola 

Aset Tanah Daerah (Bidang Aset-BPKAD Kab. Nunukan) ; 
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-" Selalu melakukan kordinasi dengan pihak terkait lain untuk 

penyelenggaraan urusan pertanahan, seperti Bappeda, kesesuaian 

tata ruang, percapatan sertifikasi tanah pemerintah dengan pihak 

kantor Pertanahan (BPN), pihak pengelola aset pemerintah, 

kejaksaan dalam pendampingan pengadaan tanahan dan 

penyelesaian sengketa tanah, dan pihak terkait lain sesuai 

kompetensinya ; 

2. Bagi Akademik : 

3. Agar kiranya Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan bagi 

akadernisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

Manajemen Administrasi Publik khususnya mengenai Penyelenggaraan 

Pengorganisasian SKPD di Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan 

Provinsi Kalimantan Utara; 

4. Diharapkan juga kiranya Hasil Penelitian ini dapat dijadikan referensi 

baik secara metode maupun pengetahuan terhadap penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian tersebut di atas. 
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Lampiran 1. Kuesioner 

1. Latar belakang Pembentukan Organisasi (Regulasi, Desain orgaisasi, 

Struktur organisasi) ; 

2. Tujuan Organisasi (faktor internal, faktor ekstemal) Dinas Pertanahan; 

3. Spesialisasi/ Pembagian Keija (Tupaksi, Kesesuaian terhadap struktur 

organisasi) pada Dinas Pertanahan ; 

4. Tata Keija ( dukungan dana dan peralatan keija, serta kesesuaian terhadap 

tupoksi pekeijaan) pada Dinas Pertanahan ; 

5. Pengaruh ketidaksesuaian spesialisasi pekeijaan terhadap tujuan organisasi 

Dinas Pertanahan ; 

6. Pengaruh ketidaksesuaian dana/anggaran dan peralatan terhadap tujuan 

organisasi Dinas Pertanahan ; 
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Lampiran 2. Panduan Wawancara 

1. Apakah yang menjadi latarbelakang dan landasan hukum (regulasi) 

terbentuknya organisasi Dinas Pertanaban Kabupaten Nunukan? 

2. Apakab tujuan terbentuknya Dinas Pertanaban Kabupaten Nunukan? 

3. Apakah organisasi Dinas Pertanaban Kabupaten Nunukan telab 

beJ.jalan/bekeJ.ja sesuai harapkan ? 

4. Apakab spesialisasi pekerjaan pada struktur organisasi Dinas Pertanaban 

Kabupaten Nunukan diuraikan menjadi tugas pokok-fungsi dengan sesuai 

dan dilaksanakan dengan benar? 

5. Apakah tata keJ.ja pada Dinas Pertanaban Kab. Nunukan juga tidak sesuai 

dengan yang seharusnya ? 

6. Apa saja tata keJ.ja yang sangat mempengaruhi Dinas Pertanaban Kab. 

Nunukan? 

7. Apakab pengaruh ketidaksesuaian spesialisasi pekeJ.jaan (struktur) Dinas 

terhadap tujuan Dinas Pertanaban Kab. Nunukan ? 

8. Apakab pengaruh ketidaksesuaian dana dan peralatan terhadap tujuan 

Dinas Pertanaban Kab. Nunukan ? 
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Lampiran 3. Matrik Wawancara 

1. Apakah yang menjadi latarbelakang dan landasan hukum (regulasi) 

terbentuknya organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan? 

1 

2 

3 

4 

Kepala Dinas 

Sekretaris Dinas 

Kasubag Umum dan 
Kepegawaian 

Kepala Bagtan 
Penatagunaan dan 
Pendaftaran Tanah 

Dinas Pertanahan Kab. Nunukan dibentuk untuk 
menangani segala permasalahan tanah di 
Kabupaten Nunukan." 
"Regulasi yang mendukung terbentuknya Dinas 
Pertanahan Kabupaten Nunukan adalah 
Perundangan (Undang-undang nomor 23 tahun 
2014 tentang pemerintahan darah) dan Peraturan 
Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan 
organisasi perangkat daerah." 
"Mengenai desain organisasi tentu mengacu pada 
perundangan dan struktur tentu mengacu pada 
Peraturan Daerah terse but." 
"Jika Dinas dibentuk tanpa ada Jatar belakang dan 
tanpa regulasi konsideran maka Dinas tersebut 
dipastikan tidak akan kuat karena tidak memiliki 
landasan " 
"Banyak sekali permasalahan pertanahan yang 
belum terselesaikan." 
"Tentu pembentukan Dinas 
dilandasi 

, Pertanahan ini 

"Banyaknya masalah tanah yang belum selesai". 
"Mengenai organisasi ( desain organisasi, struktur 
organisasi, tupoksi) dan tata kerja Dinas 
Pertanahan Kabupaten Nunukan sudah mengacu 
dan sesuai dengan perundangan dan peraturan 
daerah." 

banyak sekali permasalahan tanah 
didaerah Kabupaten Nunukan, dan memerlukan 
unit atau organisasi khusus focus menangani dan 
mengurusi dan menyelesaikan urusan tanah 
daerah, 1m yang menjadi Jatar belakang 
terbentuknya Dinas Pertanahan Kabupaten 
Nunukan." 
"Untuk regulasi yang mendukung terbentuknya 
Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan adalah 
regulasi Pusat yaitu Undang-undang nomor 23 
tahun 2014 tentang pemerintahan darah, dan 
regulasi lokal yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 
tahun 2016 
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oerangkat daerah." 
5 Kepala Bagian "Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan ialah 

Penyelesaian Sengketa bagian dari pemerintah masalah sengketa 
dan Pengawasan pertanahan di Kabupaten Nunukan." 

"Regulasi yang mendukung terbentuknya Dinas 
Pertanahan Kabupaten Nunukan adalah regulasi 
Pusat yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2014 
tentang pemerintahan darah, dan regulasi lokal 
yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 
tentang pembentukan organisasi perangkat 
daerah." 
"Semua Dinas/ Kantor pasti dibentuk berdasarkan 
latar belakang dan payung regulasi karena pasti 
akan tidak terarah." 
"Mengenai desain organisasi dan struktur 
organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan 
sudah mengacu dan sesuai dengan perundangan 
dan peraturan daerah." 
"Dasar regulasi pembentukan sangat berpengaruh 
untuk Iandasan acuan oekeriaan organisasi." 

6 Kepala Seksi "Ada banyak masalah tanah di daerah yang belum 
Penyelesaian Sengketa diselesaikan." 
Pertanahan "Ada dasar Hukum yang menjadi acuan 

Pembentukan Dinas Pertanahan." 
7 Kepala Seksi "latarbelakang pembentukan Dinas Pertanahan 

Pembinaan dan adalah memfokuskan penyelesaian tanah didaerah 
Pengawasan pada satu instansi." 

"Atas dasar itu dan didukung regulasi 
perundangan maka dibentuklah Dinas 
Pertanahan." 

8 Kepala Seksi "Peraturan-perundangan yang memungkinkan 
Penatagunaan dan terbentuknya Dinas Pertanahan, ditambah 
Penginformasian banyaknya permasalahan tanah yang belum selesai 
Pertanahan didaerah." 

9 Kepala Seksi "Latarbelakangnya karena pemerintah daerah 
Pengadaan dan ingin menyelesaikan permasalahan tanah sehingga 
Pendaftaran Tanah perlu ada unit yang fokus menangani hal ini." 
Pemerintah 

10 Kepala Sub Bagian "Permasalahan-permasalah tanah yang tidak atau 
Penyusunan Program belum diselesaikan dan perlu diselesaikan, harus 
Keuangan ditangani oleh satu instansi yang khusus, dan 

didasari peraturan oerundangan yang berlaku." 

105 

43353.pdf



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2. Apakah tujuan terbentuknya Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan? 

Kasubag Umum dan 
Kepegawaian 

Kepala Bagian 
Penatagunaan dan 
Pendaftaran Tanah 
Kepala Bagian 
Penyelesaian Sengketa 
dan Pengawasan 

Kepala 
Penyelesaian 
Pertanahan 

Seksi 
Sengketa 

Kepala 
Pembinaan 
Pengawasan 

Kepala 
Penatagunaan 
Penginformasian 
Pertanahan 
Kepala 
Pengadaan 
Pendaftaran 
Pemerintah 

Seksi 
dan 

Seksi 
dan 

Seksi 
dan 

Tanah 

"Sementara tujuan pe1nb•entukEm 
tak lain adalah untuk menyelesaikan atau 
memfasilitasi segala urusan tanah daerah di 
Kabupaten Nunukan." 
"Tidak mungkin ada Dinas yang tidak memiliki 
tujuan karena merupakan hal yang ingin dicapai, 
jika tidak memiliki tujuan maka itu suatu , 

"TuJuan Dinas Pertanahan untuk 
menyelesaiakan permaslahan pertanahan di 

Nunukan." 
"Tujuan pembentukkan Dinas Pertanahan adalah 
menyelenggarakan pertanahan dan 
menyelesaiakan permasalahan tanah didaerah 
Kabuaten Nunukan." 
"Tujuan dibentuknya Dinas Pertanahan tak lain 
melakukan penataan dan menyelesaikan segala 
urusan terkait tanah di Nunukan ini." 
"Seperti dijelaskan tentang maka 
tujuan dibentuknya Dinas Pertanahan tak lain 
untuk menyelesaiakan segala urusan pertanahan di 
daerah Nunukan ini." 
Suatu Dinas harus mempunya1 tujuan, yang 
menjadi tujuan pembentukan Dinas Pertanahan 
Kabupaten Nunukan adalah menyelesaikan 
permasalahan tanah di Kabupaten Nunukan." 
"Tidak mungkin ada kantor/ Dinas/ organisasi 
tidak memiliki tujuan, karena tidak tau apa yang 

dan , 

"Ada beberapa tujuan yang 
dibentuknya Dinas IDJ, menyelenggarakan 
penataan tanah, mensertifikatkan tanah Pemda, 
dan memfasilitasi penyelesaian tanah Pemda 
Nunukan." 
"Tujuan Pembentukan Dinas adalah melaksanakan 
penataan tanah dalam kontek administratib dan 
menyelesaikan konflik tanah Pemda." 

"Sedangkan terbentuknya Dinas Pertanahan 
Kabupaten Nunukan bertujuan menyelesaikan 
masalah pertanahan di Kabupaten Nunukan." 
'Sudah seharusnya Dinas memiliki tujuan sebagai , 
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Penyusunan 
Keuan an 

Program menyelesaikan permasalahan tanah Pemda 
Nunukan." 

3. Apakah organisasi dan tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan 

telah berjalanlbekerja sesuai harapan ? 

2 

3 

4 Kepala 
Penatagunaan dan 

5 Kepala Bagian 
Penyelesaian Sengketa 
dan 

6 Kepala Seksi 
Penyelesaian Sengketa 
Pertanahan 

7 

8 Kepala Seksi 
Penatagunaan dan 
Penginformasian 
Pertanahan 

9 Kepala Seksi 
Pengadaan dan 
Pendaftaran Tanah 
Pemerintah 

10 Kepala Sub Bagian 
Penyusunan Program 

Dinas belum 

berjalan 

maksimal 

Orgarusas1 Jan car 

Tidak berjalan baik 

lam bat 

Orgarusasi Dinas berjalan 

Orgarusasi dan tata kelja pada Dinas Pertanahan 
tidak berjalan lancar 

Organisasi Dinas belum maksimal 
karena masih terdapat kendala. 

4. Apakah spesialisasi pekeljaan pada struktur organisasi Dinas Pertanahan 

Kabupaten Nunukan diuraikan menjadi tugas pokok-fungsi dengan sesuai 

dan dilaksanakan dengan benar? 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Sekretaris Dinas 

Kasubag Umum dan 

Kepala Bagian 
Penatagunaan dan 
Pendaftaran Tanah 

Kepala Bagtan 
Penyelesirian Sengketa 
dan Pengawasan 

Penyelesaian Sengketa 

Kepala Seksi 
Pembinaan dan 
Pengawasan 

Kepala Seksi 
Penatagunaan dan 
Penginformasian 
Pertanahan 

tupoksi Dinas 
Pertanahan Kabupaten Nunukan umunmya sudah 
sesuai, walaupun ada sedikit yang dianggap 
tertukar atau tumpang-tindih dengan unit struktur 
lain." 

"Pada pelaksanaan tupoksi, kendalanya 
banyak sekali pekerjaan yang dijabarkan melalui 
tupoksi tersebut, sehingga perlu dilakukan 
pemilihan skala prioritas." 
''terhadap tupoksi yang tidak dilaksanakan, malca 
akan berpengaruh pada target capaian (tujuan) 
yang telah ditetapkan." 

"Terlalu banyak beban tupoksi, tidak didukun tata 

"Speseialisasi sudah terbagi-bagi dan terkelompok 
dalam unit struktural organisasi Dinas, sesuai 
regulasinya (Perbup 40/2016)." 
"Pada pelaksanaan tupoksi, kendala selalu ada 
dan ada yang dapat diselesaikan secara personal 
maupun keorganisasian, ada pula yang tidak dapat 

" 
"PenJabaran tupoksi pada Struktur organisasi 
Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan sudah 
sesuai secara keseluruhan, walaupun mungkin ada 
sedikit yang tumpang-tindih atau sama dengan 
unit struktur lain." 
"Jika tugas yang dilaksanakan maka 
akan berpengaruh pada target (tujuan) yang 

" 
"Untuk speseialisasi pekerjaan sudah dipecah dan 
dibagi sesuai Jatar belakang pendidikan staf dan 
pengalarnan kerja staf, seperti yang telah diatur 
dalam perundangan dan peraturan 

" 
"Pembagian tupoksi struktur organisast, secara 
umum, harus mengcu pada aturan yang ditetapkan 
(Perbup 40/2016), walaupun belum semua dapat 
dilaksanakan. Tentunya terdapat beberapa kendala 
yang harus disikapi, 'mengingat organisasi Dinas 
Pertanahan Kabupaten Nunukan merupakan 
organisasi kecil namun banyak peran tugas-

" 
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I 

9 Kepala Seksi "Terdapat ketidaksesuaian pembagian tugas 
Pengadaan dan sehingga tugas tersebut tidak dijalankan." 
Pendaftaran Tanah 
Pemerintah 

10 Kepala Sub Bagian "Karena tidak semua spesialisasi pekerjaan 
Penyusunan Program dilaksanakan maka terjadi kegagalan basil yang 
Keuangan ditargetkan." 

5. Apakah tata kerja pada Dinas Pertanahan Kab. Nunukan juga tidak sesuai 

dengan yang seharusnya ? 

2 

3 

4 

Sekretaris Dinas 

Kasubag Umum dan 

Kepala Bag~an 
Penatagunaan dan 
Pendaftaran Tanah 

, 

"Tata kerja meruakan penopang tupoksi Dinas, 
karena terbatasnya dana dan peralatan maka 
segala sesuatu terkait tupoksi pada structural 
Dinas tidak " 
"Ada yang berjalan sesuai dan ada yang tidak 

seslllll 
tata mendukung 

tujuan, tetapi karena kurang dukungan (dana dan 
alat) maka otomatis pelaksanaannya tidak sesuai , 

5 karena 
Penyelesaian Sengketa kurangnya dukungan (anggaran dan alat)." 
dan 

6 Kepala Seksi 
Penyelesaian Sengketa 
Pertanahan 

7 Kepala Seksi 
Pembinaan dan 

8 Kepala Seksi 
Penatagunaan dan 
Penginformasian 
Pertanahan 

9 Kepala Seksi 
Pengadaan dan 
Pendaftaran Tanah 

10 Kepala Sub Bagian 
Penyusunan Program 

"Berjalan tidak seperti yang diharapakan." 

"Ada yang berjalan baik ada juga yang tidak 
berjalan sama sekali." 

"Tidak yang karena tidak 
berimbang antara beban tugas dengan dukungan 
anggaran dan alat." 

"Khusus di Struktur ini, tata ada 
yang terlaksana, ada juga yang tidak terlaksana." 

"Memang tidak berjalan seperti seharusnya, tetapi 
ada hal-hal menjadi skala prioritas untuk 

eksistensi Dinas." 
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2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

6. Apa saja tata kerja yang sangat mempengaruhi Dinas Pertanahan Kab. 

Nunukan? 

Sekretaris Dinas 

Kasubag Umum dan 

Bagian 
Penatagunaan dan 

Kepala Bagian 
Penyelesaian Sengketa 
dan 
Kepala 
Penyelesaian Sengketa 

Kepala Seksi 
Pembinaan dan 

Kepala Seksi 
Penatagunaan dan 
Penginformasian 
Pertanahan 
Kepala Seksi 
Pengadaan dan 
Pendaftaran Tanah 
Pemerintah 

"Dana dan peralatan perkantoran." 

"Dana dan Peralatan kantor lainnya." 

"Peralatan kelja teknik, dan dana operasional 

"Peralatan dan alokasi anggaran." 

"Tentunya uang 

"Tidak melulu uang, tapi memang berpengaruh." 

"Kurangnya peralatan teknik yang mendukung 
pekeljaan." 

"Kurangnya alat teknik dan alat kantor lain, serta 
uang belanja operasional." 

10 Kepala Sub Bagian "Yang paling dominan adalah Anggaran, kedua 
peralatan kant or dan teknik." Penyusunan Program 

7. Apakah pengaruh ketidaksesuaian spesialisasi pekeljaan (struktur) Dinas 

terhadap tujuan Dinas Pertanahan Kab. Nunukan ? 

tahunan." 
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3 Kasubag Umum dan "Pengarusnya adalah capaian rendah, alokasi 
Keoegawaian anggaran tahun berikutnva akan menvusut." 

4 Kepala Bagian "Banyak pengaruhnya, mulai capaian kinelja 
Penatagunaan dan tidak terpenuhi, juga serapan uang rendah." 
Pendaftaran Tanah 

5 Kepala Bagian "Berpengaruh pada basil capaian target kinelja 
Penyelesaian Sengketa yang telah ditetapkan." 
dan Pengawasan 

6 Kepala Seksi "Sangat berpengarus pada capaian rencana kelja." 
Penyelesaian Sengketa 
Pertanahan 

7 Kepala Seksi "Secara umum, pasti berpengaruh pada laporan 
Pembinaan dan capaian kelja Dinas." 
Pengawasan 

8 Kepala Seksi "Berpengaruh pada analisis jabatan dan Lakip 
Penatagunaan dan o· , mas. 
Penginformasian 
Pertanahan 

9 Kepala Seksi "Berpengaruh pada capaian kelja yang tertuang 
Pengadaan dan dalam Lakip dan renJa Dinas, juga An jab 
Pendaftaran Tanah structural." 
Pemerintah 

10 Kepala Sub Bagian "Sangat berpengarus, dan banyak pengarulmya, 
Penyusunan Program mulai dari basil capaian akhir pada Lakip,. hingga 
Keuangan oada oorsi kucuran dana tahun berikutnya." 

8. Apakah pengaruh ketidaksesuaian dana dan peralatan terhadap tujuan 

Dinas Pertanahan Kab. Nunukan ? 

No Struktural Wawancara 

1 Keoala Dinas "Akan beroengaruh oada kineria aoaratur." 
2 Sekretaris Dinas "Beroengaruh bagi oenvelenggaraan tuooksi." 
3 Kasubag Umum dan "Pengaruhnya adalah pelaksanaan tupoksi 

Kenegawaian terhambat." 
4 Kepala Bagian "Pengaruhnya adalah menghambat pekeljaan dan 

Penatagunaan dan mungkit tidak terlaksana.' 
Pendaftaran Tanah . 

5 Kepala Bagian "Berpengaruh pada kelancaran pekeljaan." 
Penyelesaian Sengketa 
dan Pengawasan 

6 Kepala Seksi "Adapun pengerulmya adalah pekeljaan tidak 
Penyelesaian Sengketa selesai." 
Pertanahan 

7 Kepala Seksi "Akan berpengaruh pada pelaksanaan pekeljaan." 
Pembinaan dan 
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Pengawasan 
8 Kepala Seksi "Pengaruhnya ialah pekerjaan tidak terlaksana 

Penatagunaan dan a tau terhambat." 
Penginformasian 
Pertanahan 

9 Kepala Seksi "Berpengaruh pada tupoksi yang terhambat atau 
Pengadaan dan tidak dilaksanakan." 
Pendaftaran Tanah 
Pemerintah 

10 Kepala Sub Bagian "Sungguh sangat berpengaruh, karena disamping 
Penyusunan Program sarana operasional, juga sebagai penyemangat 
Keuangan aparatur melaksanakan tupoksi terse but." 
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